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Buku Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah membahas
secara komprehensif mekanisme penyelesaian konflik dalam akad
musyarakah, salah satu bentuk kerja sama keuangan syariah yang
melibatkan dua atau lebih pihak dalam pengelolaan dana bersama.
Pembaca akan diajak memahami konsep dasar akad musyarakah, di mana
keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal, serta bagaimana
prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan ini.

Melalui contoh kasus nyata, buku ini menggali berbagai bentuk
sengketa yang dapat muncul dalam pembiayaan musyarakah, seperti
ketidaktransparanan dalam laporan keuangan, kegagalan pengelolaan
bisnis, hingga perbedaan interpretasi terhadap syarat-syarat kontrak. Selain
itu, disoroti pula mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan
hukum Islam, mulai dari mediasi, arbitrase, hingga jalur litigasi, dengan tetap
mempertahankan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Dilengkapi dengan analisis yuridis dan contoh penerapan di lapangan,
buku ini sangat berguna bagi praktisi hukum, akademisi, serta pelaku usaha
yang terlibat dalam pembiayaan syariah, terutama yang menggunakan akad
musyarakah. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk
mengidentifikasi potensi sengketa sejak awal pembentukan akad, guna
meminimalisirrisiko konflik di kemudian hari.

HVXVHYASIN OVXV NYYAVIBId VIINONIS nvivsanaanad

Dengan pendekatan yang mendalam namun mudah dipahami, buku ini
menjadi rujukan penting bagi siapa saja yang tertarik pada pengelolaan
risiko dan penyelesaian sengketa dalam sistem keuangan syariah.
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Prakata

(Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah
(Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung)

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku
ini hadir sebagai wujud dari upaya kami untuk memberikan sumbangsih
pemikiran terkait tema penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dengan
menggunakan analisis putusan pengadilan.

Buku ini merupakan produk Penulis yang dihasilkan setelah proses
menempuh perkuliahan di Magister Hukum. Buku dengan judul
“Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Komparasi
Putusan Mahkamah Agung)” ini dilatar belakangi dengan keminatan
Penulis dalam melakukan kajian dan analisis putusan pengadilan, yang
kemudian mendorong untuk melakukan kajian terutama dalam putusan
sengketa ekonomi Syariah di Perkara Perdata Agama Sub Klasifikasi
Perkara Ekonomi Syariah Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dari rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Kemudian
Penulis mencoba menganalisasi dari beberapa putusan tersebut, Putusan
yang menurut Penulis menarik untuk dilakukan studi komparasi dan
analisis mendalam terkait dengan pertimbangan hukum majelis hakim
dalam memutus perkara tersebut.

Dalam penulisan buku ini tentu terdapat banyak kekurangan, yang
akhirnya Penulis harapkan masukan untuk pengembangan ke depannya.
Tak lupa, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dan mendukung untuk terus produktif
berkarya dalam pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab
itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada



seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partner
diskusi, semoga senantiasa Allah balas kebaikan semuanya, Jazaakumullah
ahsanal jazaa.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Penulis,

Chairul Lutfi
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Dr. K.H. Ahmad Fatih Ghazali, MM
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kepada junjungan dan tauladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad
SAW.

Buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad
Musyarakah (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung” ini
merupakan karya yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya
Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus Institut Agama Islam
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BAB |
Pembiayaan Akad Musyarakah

A. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah: !

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

1

2

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867




Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

B. Pengertian Musyarakah

Dalam literatur kitab fikih, musyarakah atau syirkah secara bahasa
setidaknya memiliki dua arti, yaitu: 1. Al-ikhtilath yang arti harfiahnya
adalah penggabungan atau pencampuran. Al-syirkah dalam arti ini banyak
dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. 2. Al-nashib, al-hishshah (porsi atau
bagian).’ Pengertian musyarakah menurut istilah adalah sebagai akad
(perjanjian) antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal
dan keuntungan. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha
dengan bagi hasil menurut kesepakatan berdasarkan prinsip syariah*.

Dalam kitab Lisan al-Arab karya Ibn Manzhur, sebagaimana dijelaskan
Muhammad Abdullah ‘Athiqi dalam kitan ‘Uqud al-Syirkat, dijelaskan

*  Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikib Muamalah Maliyah, Akad Syirkah dan Mudhbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.1

Untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah ada lima prinsip sebagai berikut : 1) Tidak
ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba); 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian
sedekah, zakat; 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai

4

Islam (haram); 4) Penghindaran aktivitas ckonomi yang melibatkan zzisir (judi) dan gharar
(ketidakpastian); 5) Penyediaan Takaful (asuransi Islam). Lihat Latifa M. Algaud dan Mervyn
K. Lewis, Islamic Banking, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan Judul Perbankan
Syariab, Prinsip, Praktek, Pospek, cet.I1, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 48.
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bahwa dalam syirkah terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya
harus jelas, baik setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya. Ibn
Muadz membolehkan penduduk Yaman melakukan syirkah (al-isytirak),
misalnya pemilik menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dijadikan
porsi modal usaha, baik setengahnya, sepertiganya, atau porsi lainnya.’

Kata syirkah menunjukkan dua keadaan, antara lain: pertama, Harta
masing-masing pihak digabungkan oleh mitra untuk dijadikan modal
usaha bersama. Dalam hal ini, para syarik (mitra) bersifat aktif. Dalam
kitab fikih, penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha disebut
syirkah al-‘uqud. Kedua, Syirkah milik, yaitu penggabungan harta bersama,
baik terjadi karena upaya para mitra yang bersyirkah maupun tanpa
peran aktif para syarik. Harta yang tergabung tersebut tidak dijadikan
modal usaha. Oleh karena itu, penggabungan harta tidak diniatkan untuk
memperoleh keuntungan.®

Dalam KUHPerdata, Buku III tentang Perikatan (Bab VII tentang
Persekutuan [pasal 1618]), dijelaskan:’

“Persektuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang
mengikatkan diriuntuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud
membagi keuntungan yang terjadi karenanya”

Dengan demikian, dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, syirkah
yang diakui secara hukum adalah syirkah ‘uqud (karena tujuan syirkah
milik tidak selaras dengan tujuan bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan).®

> Muhammad Abdullah ‘Athiqi, ‘Ugud al-Syirkat:Dirasah Fighiyah Muqaranah maa Mujar fi
al-Qanun al-Kuwaiti, (Kuwait: Maktabah Ibn Katsir, 1996), hlm.12 dalam Jaih Mubarok dan
Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.2

¢ Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.2

7 Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

8 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syivkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.2



C. Syarat dan Rukun Musyarakah

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan akad musyarakah adalah
pembiayaan berupa akad kerja sama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan
pihak nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk
melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan atau upaya untuk memiliki
aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan
dengan ketentuan bahwa keuntungan (profit) dan kerugian (loss) akan
ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau
porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal
masing-masing. Oleh karena itu, ada syarat dan rukun akad musyarakah
yang harus dipenuhi dalam praktik perbankan syariah yang telah diatur
oleh Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya:’

1. Pihak yang berakad
Bank dan nasabah di mana keduanya sebagai pemilik modal (sohibul
maal) sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai
pelaksana (musyarik). Pengikatan perjanjian pembiayaan musyarakah
antara BUS/UUS/BPRS dan nasabah harus dituangkan secara tertulis
yang dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di bawah legalilasi
secara notariil.

2. Modal
Masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk
membeli sesuatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu.
Dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, nasabah dan BUS/
UUS/BPRS sama-sama menyediakan modal dan harus dinyatakan
dengan tegas perbandingan antara modal BUS/UUS/BPRS dan modal
nasabah.

3. Objek Akad
Objek akad dapat berupa aset, proyek, atau usaha yang akan
menghasilkan keuntungan bagi para pihak. Dalam perjanjian

°  Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.245
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pembiayaan musyarakah antrara BUS/UUS/BPRS dan nasabah harus
dinyatakan secara jelas bahwa kerja sama di antara para pemilik
modal dilaksanakan dengan tujuan mencari keuntungan.

4. TIjab Qobul
Pernyataan penawaran (jjab) dan penerimaan (qobul) yang dinyatakan
oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing
dalam mengadakan perjanjian (akad).

5. Nisbah Bagi Hasil

Pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam
bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap. Nisbah bagi hasil
tidak harus selalu sama setiap bulannya selama masa pembiayaan
walaupun kontribusi modal tetap ataupun juga kontribusi modal
menurun, selama hal ini disepakati dari awal dan sudah jelas tertulis
pada pembuatan akad. Hal ini tergantung dari perhitungan cash flow
atas proyek/usaha yang akan dibiayai."

D. Fitur Dan Mekanisme Akad Pembiayaan
Musyarakah

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat
berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan
(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill),
kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnnya
yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi
dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan
waktu menjadikanproduk ini sangat fleksibel."!

1% Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hm.246

" Andri Soemitra, Bank Syariah dan Keuangan Syariah, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2015), hlm. 83
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Gambar 1.1 Alur Akad Musyarakah

Sumber : Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di
Beberapa Negara, Bank Indonesia, 2006

Fitur dan mekanisme akad pembiayaan musyarakah, sebagaimana
berikut: "2

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha
dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk
membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra
usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan
tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, dan
meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan
bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam
nisbah yang disepakati.

2 Andri Soemitra, Bank Syariah dan Keuangan Syariah, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2015), hlm. 83-84
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4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang
waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

5. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk
uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau
tagihan.

6. Dalam hal pembiyaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam
bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

7. Dalam hal pembiyaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam
bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga
pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

8. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah,
pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

9. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah, dilakukan
dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir
periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar
akad musyarakah.

10. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan bagi hasil usaha
pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat
dipertanggung jawabkan.

11. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional
menurut porsimodal masing-masing."

E. Dasar Hukum Musyarakah

1. Dalam QS. Shad (38):24, Allah Berfirman:
S 85, aslas dI dlssas Y152y Al 58 6
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> Andri Soemitra, Bank Syariah dan Keuangan Syariah, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Prenamedia
Group, 2015), hlm. 84
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“Daud berkata: ‘Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat
sedikitlah mereka ini’. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat”

Al-Syirazi, dalam kitab al-Muhadzdzab, berpendapat bahwa yang
dimaksud al-khulatha’ adalah menggabungkan atau menyatukan
modal. Oleh karena itu, secara tegas beliau mengatakan bahwa
syirkah-amwal yang modalnya tidak disatukan (al-ikhtilath) tidak
sah."

2. Dalam Hadis qudsi riwayat Imam Abu Daud (nomor 3.383),
Rasulullah Saw. bersabda:"
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Dari Abu Hurairah dan mc/rafazkannya, ia berkata “Sesungguhnya
Allah berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang
bersyirkah (bersekutu), selama salah satu pihak tidak berkhianat

4 Abi Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, al-Mubadzdzab fi Figh
Madzhab al Imam al-Syafi’I Radhbiya Allahanh (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), vol. I, hlm. 481 dalam
Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabab, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.28

Hadis ini termasuk hadis gudsi. Lihat Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan
Abi Dawud (Bandung: Dahlan. tth), volIII, hlm.256 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin,
Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabah, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2017), hIm.29
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terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat
terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari syirkah tersebut”

Kalam Kitab al-Igna’ (2/41) dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan “Allah bersama pihak yang bersyirkah” adalah bahwa
Allah menjaga mereka dan menolongnya serta memberkahi usaha
mereka. Apabila di antara mereka berkhianat terhadap mitra yang
lainnya, Allah tidak akan membantu mereka dan usaha mereka tidak

diberkahi.'®

3. Dalam hadis riwayat al-Daruquthni (3/35 nomor 140), diriwayatkan
bahwa Rasulullah Saw. bersabda: !’

LG T S by
“Kekuasaan Allah berada di atas para pihak yang bersyirkah
(bersekutu) selama pihak yang satu tidak berkhianat kepada pihak
yang lainnya”

4. Dalam hadis riwayat Abu Daud (nomor 4.196) dan Ibn Majah
(nomor 2.278), al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i menjelaskan bahwa:

RO IS WA RS PN I R A DA
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“Dalil pokok hukum (syirkah) sebelum ijma’ adalah hadis dari al-
Sa’ib Ibn Yazid yang menjelaskan bahwa dia merupakan mitra
Rasulullah (dalam berbisnis) sebelum beliau diutus menjadi Rasul,

¢ Ali Jumu'ah Muhammad, Mausuah Fatawa al-Muaamalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al
Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2009), vol.IILhlm.18 dalam Jaih
Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.29

17 Ali Jumu'ah Muhammad, Mausuah Fatawa al-Muaamalar al-Maliyyah li al-Masharif wa al
Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2009), vol.IILhlm.18 dalam Jaih
Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.29



6.

dan (hal itu menjadi) kebanggaan baginya setelah beliau diutus
menjadi Rasul”

Dalam kitab Nail al-Authar dan Subul al-Salam Syarh Bulugh al-
Maram dijelaskan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibn Majah
dari al-Saib al-Makhjzumi r.a. beliau merupakan mitra bisnis
Rasulullah sebelum bitsah (beliau diutus menjadi Rasul). Pada
saat penakhlukan (fath) Makkah, kepada al-S2'ib al-Makhzumi r.a.
Rasulullah Saw. bersabda:'®

“Selamat datang wahai saudaraku dan sekutuku (dalam berbisnis)”

Dalam teks lainnya dikatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:"
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“Engkau adalah mitraku (dalam berbisnis) pada masa jahiliyah.
Pada waktu itu engkau adalah mitraku yang terbaik, engkau
tidak mencegahku dan menjelek-jelekkan (tidak pernah sengketa
denganku)”

Al-Marghinani al-Hanafi, dalam kitab al-Hidayah Syarh Bidayat al-
Mubtadi (3/3), menjelaskan bahwa:*
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Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam (Bandung: Dahlan, t.th), vol IILhlm. 64 dalam
Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.30

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akbbar
(Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1347 H), vol.V, hlm. 223 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkab dan Mudhbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.30

Ali Jumu'ah Muhammad, Mausuah Fatawa al-Muamalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-
Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2009), vol.IIL, hlm.18 dalam Jaih
Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
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“(Hukum) syirkah adalah boleh karena pada sat Muhammad Saw.
diutus menjadi Rasul, masyarakat (terbiasa) melakukan akad
syirkah dan beliau mengukuhkannya (sebagai bagian dari syariah)”

7. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:*
J.qup\.l:u b.‘:dl_g d)jlul:u:blnﬁ

“(Berpegang teguh pada) amanah akan mendatangkan rezeki dan
khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir”

Penjelasan hadis tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi
pihak-pihak yang melakukan akad syirkah, baik syirkah harta/amwal
maupun syirkah keterampilan/abdan, selama dalam syirkah tersebut
tidak terdapat pengkhianatan. Oleh karena itu, pengkhianatan dapat
menjadi penghalang (mani’) berkah. Dengan kata lain, pengkhianatan
dalam akad syirkah menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan
harta dan/atau usaha.”

8. Dalam hadis shahih riwayat Bukhari dari Ubaid al-Minhal, beliau
menjelaskan bahwa:*
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Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), him.30

2t Ali Fikei, Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa
Auladuh, 1946), voL.ITL, hlm. 242 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih
Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,
2017), hlm.31

22 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. III, hlm. 249 catatan kaki
nomor 4. dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muzmalah Maliyah
Abkad Syirkah dan Mudbarabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), him.31

#» Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al0Akbbar
(Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1347 H), vol. V, hlm. 224 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.31



“Zaid Ibn Arqam dan al-Barra’ Ibn ‘Azib melakukan persekutuan.
Mereka membeli perak, baik secara tunai maupun tangguh. Hal
tersebut kemudian sampai kepada Nabi Saw. maka Nabi Saw.
memerintahkan keduanya: adapun membeli (perak) secara tundi,
aku membolehkannya; akan tetapi, jika membelinya secara tangguh,
aku menolaknya (melarang)”

Hadis ini, dalam pandangan ‘Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramdhan,
menunjukkan bahwa syirkah merupakan akad yang telah ada sebelum
kerasulan Muhammad Saw. Akan tetapi, beliau menolak praktik usaha
syirkah yang menyalahi kaidah syariah.*

9. Dalam hadis riwayat al-Nasai dari Abdullah Ibn Mas'ud, beliau
berkata:*
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“aku berkongsi dengan ‘Ammar dan Sa’d mengenai harta (rampasan)
yang akan didapatkan pada Perang Badar. Abdullah lalu berkata,
Sa’'d berhasil membawa dua tawanan; sedangkan aku dan ‘Ammar

tidak berhasil membwa apa-apa”.

Hadis ini merupakan dalil dibolehkannya syirkah-alabdan
(syirkah-a'mal), yaitu berkongsi dalam suatu pekerjaan. Hadis riwayat
Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Majah mengenai syirkah termasuk
hadis mungathi’ (terputus sanadnya) karena Abu Ubaidah tidak
mendengar langsung dari ayahnya, Abdullah Ibn Mas'ud. Syirkah-
abdan sah hukumnya dalam pandangan al-Hadawiyah dan Abu

# ‘Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramdhan, Mausuah al-Qawa’id al-Fighiyyah (al-Iskandariyah: Dar
al-Aiman, 2007), hlm. 440 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih
Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,
2017), him.31

» Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al0Akbbar
(Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1347 H), vol. V, hlm. 225 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.32
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Hanifah. Sementara Imam Syaf’'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa
syirkah-abdan tidak sah.?

10. Dalam kitab al-Mughni (5/3) dijelaskan bahwa:*

) 820 e 5L il S
“Sungguh umat Islam telah berijmak (sepakat) terkait bolehnya
syirkah secara umum”

Ibn Mundzir menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (ijma’)
mengenai bolehnya syirkah.?

11. Disamping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, syirkah
didasarkan juga pada hukum dan peraturan perundang-undangan,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Diantaranya Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah
Mutanagishah
Diantara peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukum bagi praktik syirkah adalah:

¢ Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam (Bandung: Dahlan, t.th), volIILhlm. 64 dalam
Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.32
7 Ali Jumw’ah Muhammad, Mausuah Fatawa al-Muamalar al-Maliyyab li al-Masharif wa al-
Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2009), vol.IIL, hlm.18 dalam Jaih
Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.32
Al-Khatib menjelaskan bahwa dalam syirkah terkandung berkah dan pertolongan Allah yangakan
hilang apabila salah satu syarik berkhianat. Lihat Muhammad al-Syarbini al-Khatib, a/-Igna’ fi
Halli Alfazh Abi Syuja’(Indonesia: Dar Thya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th), vol. I, hlm. 41; dan Al-
Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. IIL, hlm. 249 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.33
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a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
SyariahNegara/SBSN

b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah

c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).”

Tabel 1.1 Persyaratan Minimum Akad Musyarakah Menurut Figih

NO | KATERGOR!I | PERSYARATAN
1 | Persyaratan dalam Akad

1.1 | Syarat Menggunakan judul/kata ‘Musyarakah’

1.2 | Syarat Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan

13 Menyebutan pihak yang bertransaksi dan/atau yang
’ mewakilinya

14 Rukun Menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra atau
' patner atau syarik

15 Syarat Mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak
' dalam usaha ini

16 Rukun Mencamtumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi
' masing-masing pihak

L7 Syarat Mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding
' dengan kontribusi dana masing-masing

1.8 | Syarat Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah

19 Kesepakatan | Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai

membayar bagi hasil pada waktunya

1.10 | Kesepakatan | Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeur

Kesepakatan | Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila
diperlukan

1.12 | Kesepakatan | Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan

2 | Persyaratan Transfer Dana

Kesepakatan | Dilakukan bank dengan mengkredit kepada rekening
nasabah

2.2 | Kesepakatan | Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima

3 | Persyaratan Penghitungan Keuntungan

¥ Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syivkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.33
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NO | KATERGORI PERSYARATAN

Kesepakatan | Menggunakan expected profit rate yang ditetapkan
ALCO masing-masing

3.1

Sumber: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di
Beberapa Negara, Bank Indonesia, 2006

F. Musyarakah Menurut Para Ulama

Arti syirkah secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan
modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai
nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional, dan kerugian dibagi
secara proporsional.®

Adapun pengertian syirkah secara istilah dijelaskan ulama dengan
menggunakan kata kunci yang berbeda. Ulama Hanafiah menggunakan
kata kunci al-ikhtilath (penggabungan harta), ulama Malikiah
menggunakan kata kunci al-ijma’ (penggabungan). Perinciannya adalah :*!

1. Dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (5/5), ulama Hafiah menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah :

AN e ot T BN S Vel G &S
“Penggabungan dua bagian harta atau lebijh sehingga tidak diketahui
bagianyang satu dariyang lainnya”

30 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Vol. II1, hlm. 249 lihat Abi Abd
al-Mu’thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, Nibayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in
(Semarang: Thaha Putra, t.th), hlm. 255, dan Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf,
Ljarah, Syirkah (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), hlm.46-66 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin,
Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabah, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2017), hlm.2-3

3 Ali Jumuw’ah Muhammad, Mausuah Fatawa al-Muamalar al-Maliyyah li al-Masharif wa al-
Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Salam, 2009), voL.ITL, hlm. 17-18 dalam
Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.3-4



Dalam kitab al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar (3/11) karya al-
Muwashali dijelaskan bahwa arti syirkah menurut ulama Hanafiah

adalah :

° P )} s S oro .

uul-\ gty dald)
“Menggabungkan (harta) dan menetapkan porsinya”

Arti syirkah secara istilah hampir mirip dengan arti bahasanya,
sebagaimana diakui Ibn Abidin dalam kitab Radd al-Muhtar (3/333).
Menurut Muhammad Abdullah ‘Athiqi, mencakup dua syirkah, antara
lain:

a. Syirkah-milik yaitu:
“Kepemilikan khusus dua pihak atau lebih atas suatu barang

b.  Syirkah-‘Uqud, yaitu:

f)\} Joa\(\ d \.\cL,a.e u*:‘ O d,a)\, uum L Alg }(
“Menggabungkan harta dua pihak atau lebih melalui akad
(ijab-qobul) dalam rangka pembentukan modal usaha untuk

memperoleh  keuntungan”

Definisi ini tidak mencakup syirkah-mubahat, yaitu:
o (1B G gl Y1 G A1 g R

“Bersatu atau berhaknya semua orang untuk memanfaatkan harta
milik umum”

Syirkah-mubahat, dalam pandangan ulama Hanafiah, tidak
termasuk syirkah.*

3 Muhammad Abdullah ‘Athiqi, ‘Ugud al-Syirkat:Dirasah Fighiyah Muqaranah maa Mujar fi
al-Qanun al-Kuwaiti, (Kuwait: Maktabah Ibn Katsir, 1996), him.12-13 dalam Jaih Mubarok
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2. Dalam kitab al-Syarh al-Kabir ala Mukhtashar Khalil (3/348), ulama
Malikiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah:
el o W 02 3 33
“Izin kepada pihak lain, termasuk dirinya, untuk melakukan usaha
bersama (atas modal patungan)”.

3. Dalam kitab al-Igna’ (2/14) karya al-Syarbini al-Khatib, ulama
Syaﬁ’iyah menj elaskan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah:
“Akad yang menimbulkan adanya hak terhadap sesudtu bagi dua
pihak ataupun lebih melalui usaha kongsi”.

4. Dalam kitab al-Mughni (5/3) karya Ibn Qudamah, ulama Hanabilah
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah:

u:,;: 3] i 3 Cwa
“Bergabungnya (antara duda pihak atau lebih) untuk memperoleh hak
atav untuk melakukan usaha”.

Ziyad Shubhi Dzayab, dalam kitab Iflah al-Syirkat fi al-Figh al-Islami
wa al-Qanun, menjelaskan bahwa definisi syirkah yang disampaikan
Ibn Qudamabh, diikuti oleh al-Bahuti dalam Kasyaf al-Qina’ (5/109)
dan al-Mardawi dalam kitab al-Inshaf (5/407). Disamping itu, Ziyad
Shubhi Dzayab menegaskan bahwa definisi syirkah yang disampaikan
Ibn Qudamah merupakan definisi yang paling umum (syumul) karena
mencakup dua syirkah, kata al-ijtima’ fi istihgaq merupakan syirkah-milik
dan kata al-ijtima’ fi tasharruf merupakan syirkah- ‘uqud.”

dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkab dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.4

33 Ziyad Shubhi Dzayab, Iflah al-Syirkat fi al-Figh al-Islami wa al-Qanun (Amman: Dar al-Naf2’is,
2010), hlm.21 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah
Akad Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.5



Tabel 1.2 Bentuk Syirkah Menurut Pandangan Ulama

Syirkah  Hanafi  Maliki = Syafii = Hamba
LAMK v v v
24 A]-T/Tq’a—w“_““"wr""" -1 T i

o Aklnan
b. A-Mufawadhah
cA-Amal |

o AWGuh

Catatan: V dibolehkan; X dilarang.

'r

—t

< <|<|<|

Sumber: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di
Beberapa Negara, Bank Indonesia, 2006

Umar Abdullah Kahil, dalam kitab al-Qawa’id al-Fighiyyah al-Kubra
wa-Atsaruha fi al-Muamalat al-Maliyyah, menjelaskan bahwa arti syirkah
secara istilah yang paling umum adalah akad antara dua pihak atau lebih
untuk menyatukan modal usaha (dalam rangka berbagi) keuntungan dan
rugi di antara para mitra.*

Definisi syirkah yang disusun ulama Hanafiah hanya mencakup
syirkah-‘uqud karena syirkah-milik tidak termasuk dalam domain bisnis.
Dalam definisi tersebut terdapat dua pernyataan, yaitu:

1. Harta yang digabungkan dinyatakan sebagai ras al-mal (modal
usaha).

2. Tujuan syirkah adalah untuk memperoleh keuntungan untuk
dibagikan di antara mitra (syarik).

Syirkah-‘uqud pada prinsipnya merupakan ikhtiar yang berupa
penyatuan harta dari masing-masing pihak untuk dijadikan modal usaha
yang dilakukan bersama oleh para mitra. Dalam rangka memudahkan
pemahaman, perhatikan gambar berikut :

3 Umar Abdullah Kahil, /- Qawda'id al-Fighiyyah al-Kubra wa-Atsaruba fi al-Muamalat al-Maliyyah
(Kairo: Universitas al-Azhar al-Syarif.t.th), hlm. 420 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin,
Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabah, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2017), hlm.5
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1. Menyatukan Modal

Tuan Sena - Tuan Hasan

Ra’s
al-Mal

2. Melakukan Usaha

A 4
A

Gambar 1.2 Syirkah ‘Uqud

Sumber : Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih
Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah

Keterangan gambar :

1. Tuan Sena dan Tuan Hasan menyatukan modal usaha.
2. Keduanya melakukan usaha bersama
Hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian dibagi
secaraproporsional.
Dalam memahami konsep syirkah, kiranya perlu dijelaskan mengenai
konsep penggabungan (al-ikhtilath), modal usaha, usaha (bisnis), dari
pembagian untung/rugi.*®

G. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam
Musyarakah

Usaha syikah termasuk usaha yang bersifat profit and loss share (bagi
untung dan bagi rugi). Cara membagi keuntungan usaha syirkah dapat
dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah bagi hasil
secara proporsional dan nisbah bagi hasil kesepakatan. Nisbah bagi hasil
proporsional adalah nisbah bagi hasil yang sepadan dengan porsi modal
usaha yang disertakan. Misalnya: “Tuan A menyertakan modal usaha
syirkah sebesar 100 juta rupiah, sedangkan Tuan B menyertakan modalnya

3 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syivkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.6



sebesar 400 juta rupiah” dalam ilustrasi tersebut dapat dijelaskan mengenai
metode penentuan bagi hasil sebagai berikut :*

1. Proporsional, yaitu nisbah bagi hasil yang bersifat proporsional, 20%
bagi Tuan A (jumlah modal 100 juta rupiah) dan 80 % bagi Tuan B
(jumlah modal 400 juta rupiah).

2. Kesepakatan, yaitu (misalnya) nisbah bagi hasilnya 50:50, yaitu 50%
keuntungan untuk Tuan A dan 50% untuk Tuan B. Nisbah bagi hasil
dapat berubah sesuai dengan kesepakatan, misalnya 40:60; 30:70;
atau 25:75.

3. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBS tertanggal
24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di
Indonesia, ditetapkan enam belas ketentuan bagi hasil musyarakah
yang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu :

a. Bagi laba (profit sharing), yaitu pembagian laba dihitung dari
total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional.
b. Bagipendapatan (revenue sharing), yaitu pembagian laba dihitung
dari total pendapatan musyarakah yang diterima oleh Lembaga
Keuangan Syariah.”
Kerugian hanya dapat dibagi secara proporsional. Kerugian tidak
dapat dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil atas dasar
kesepakatan. Alasannya adalah:*

JUI AT oty e Tpdaolle Jo 2
“Keuntungan dalam syirkah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan
kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”

3¢ Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), him.13

%7 Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.14

3% Rafiq Yunus al-Mishri, Figh al-Muamalat al-Maliyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), him.
226 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad
Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.14
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Dalam hadis terdapat dalam kitab Nashb al-Rayah (3/475), Rasulullah
Saw. Bersabda:

ALV ,5 ety b2 L e )
“Keuntungan (dapat) dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan
kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing”

Hadis tersebut, dalam pandangan al-Hafizh al-Zaila’i, termasuk hadis
gharib karena termasuk yang tidak jelas rawi pada tingkat pertama (la
ashlalah). Menurut versi lain, teks tersebut merupakan pendapat Ali Ibn
Abi Thalib.*

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembiayaan
Musyarakah ditetapkan bahwa kerugian (kerugian usaha syirkah) harus
dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-
masing dalam modal. Ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembagian
kerugian hanya dapat dilakukan berdasarkan porsi modal yang disertakan
(proporsional), dikuatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
yaitu®:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan
yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama
sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.*!

¥ Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), vol. V, him.
3.901 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad
Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.14

% Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm.15

41 Pasal I angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4852



H.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah ditetapkan hal yang sama dengan substansi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.*

Macam-Macam Musyarakah

Jaih Mubarok dan Hasanuddin membagi macam-macam musyarakah

dari segi jenis modal usaha, dari segi porsi modal, dan dari segi jangka

waktu, diantaranya sebagai berikut:*

1.

>

Dari segi jenis modal usaha, syirkah dibedakan menjadi tiga :**

a. Syirkah-amwal, yaitu syirkah yang modal usahanya berupa
harta, baik berupa uang (modal-kerja) maupun barang inventori
(misalnya kendaraan/ruko).

b. Syirkah-abdan (syirkah-a’mal), yaitu syirkah yang modal
usahanya berupa keahlian atau keterampilan usaha (misalnya
para dokter menyelenggarakan praktik bersama)

c.  Syirkah-wujuh, yaitu syirkah yang modal usahanya berupa nama
baik atau reputasi (dalam sejarah, praktik syirkah-wujuh dapat
berupa pembelian barang secara tangguh oleh dua orang atau
lebih terhadap pihak lain untuk dijual/diniagakan).

Dari segi porsi modal, syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu :*
a.  Syirkah-‘Inan, yaitu syirkah yang jumlah modalnya tidak mesti
sama. Syirkah ini mencakup tiga syirkah sebelumnya, yaitu

42

43

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867
‘Abd al-Sattar Abu Ghadah, Bubuts fi al-Muzmalat wa al-Asalib al-Mashrafiyyah al-Islamiyah
(KSA: Majmuwah Dallah Barakah, 2003), vol. I, hlm. 131; Al-Syeikh ‘Ala Al-Din Zatari, Figh al-
Muamalat al-Maliyyah al-Mugaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Muashirah (Damaskus: Dar
al-Ashma, 2010), hlm. 420-421; Wahbah al-Zuhaili, al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirahj
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 434; Ibrahim Sayyid Ahmad, a/-Uqud wa al-Syirkat al-
Tijariyyah (Iskandariyyah: Dar al-Jami‘ah al-Jadidah, 1999) dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin,
Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabah, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2017), hlm. 15-20

Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 15

Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
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syirkah-‘inan fi al-amwal, syirkah-‘inan fi al-‘andan, syirkah-
‘inan fi al-wujuh.

b. Syirkah-muwafadhah, yaitu syirkah yang jumlah modalnya
mesti sama. Syirkah ini mencakup tiga syirkah sebelumnya,
yaitu syirkah-‘inan fi al-amwal, syirkah-‘inan fi al- andan, syirkah-
‘inan fi al-wujuh.

3. Dari segi jangka waktu, syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu:*

a. Syirkah al-tawqid (syirkah temporal), yaitu syirkah yang
dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (tanpa
membentuk badan usaha)

b.  Syirkah-da’imah atau syirkah-tsabitah (syirkah permanen), yaitu
syirkah yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama
(dengan membentuk badan usaha). Syirkah ini mencakup :

1) Syirkah-tadhamun, yaitu perkongsian antara dua pihak
atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna
memperoleh keuntungan, di mana para syarik bertang-
gung jawab dan saling menjamin (tadhamun) terhadap
semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya sebatas
pada jumlah modal yang akan disertakan, tetapi bertang-
gung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang
didasarkan pada akad syirkah.

2) Syirkah-Taushiyah Basithah, yaitu syirkah antara mutad-
hamin dan mushi. Mutadhamin adalah pihak yang me-
nyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas
pengelolaan badan usaha (pihak manajemen). Pihak
mutadhamin-lah yang merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan, dan mengontrol badan usaha sehingga
mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta
bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewa-

Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 16
% Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 16



jiban badan usaha, sedangkan mushi adalah pihak yang
menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha
yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usa-
ha dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.*”

3) Syirkah-Musahamah,* yaitu penyertaan modal usaha
yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan de-
ngan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal
sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah
dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri menegaskan
juga bahwa pertanggung jawaban pemegang saham sesu-
ai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan
kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding
dengan jumlah saham yang dimiliki.

4) Syirkah-Taushiah bi al-Ashum, yaitu syirkah-taushiah ba-
sithah yang terdiri atas unsur mutadhamin dan mushi.
Namun, terdapat unsur musahim (unsur mushi dalam
syirkah-taushiah basithah). Musahim adalah pihak yang
menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam ben-
tuk saham) badan usaha yang tidak bertanggung jawab
atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani ke-
wajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba-rugi badan
usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan deviden
(secara proporsional).

¥ Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V,
hlm. 3.972. syirkah-taushiyah basithah mirip dengan perseroan komanditer/commanditaire
vennootschaap/CV. Lihat Murti Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis: Dasar-
Dasar Ekonomi Perushaan Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.46 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikib Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudbarabab,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 17

Musahamab berasal dari kata al-sabm yang berarti al-hishshah (bagian). Dalam ilmu ckonomi,
saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan. Saham juga berarti
sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak
klaim atas penghasilan serta aktiva perusahaan. Lihat Rusdin, Pasar Modal (Bandung: Alfabeta,
2006), hlm. 58 dalam Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikibh Muamalah
Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 17
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5) Syirkah-Masuliah Mahdudah (perseroran terbatas), yaitu
kongsi pertanggung jawaban terbatas, adalah perkong-
sian bisnis yang mirip dengan syirkah-amwal. Dalam
syirkah-masuliah mahdudah tidak ada badan usaha per-
kongsian, dan dalam peraturan perundang-undangan di-
tetapkan bahwa jumlah syarik yang berkongsi tidak lebih
dari lima puluh.*

Beberapa ulama juga berpendapat tentang macam syirkah lainnya,
yaitu syirkah al-mudharabah. *° Setiap syarik bertanggung jawab sesuai
dengan jumlah saham yang dimiliki. Oleh karena itu, syirkah-masuliah
mahdudah merupakan gabungan antara syirkah-amwal dan syirkah-
abdan. syirkah-masuliah mahdudah dianggap pengembangan dari syirkah-
amwal karena pertanggung jawaban syarik terbatas, yaitu sesuai dengan
porsi modal (jumlah saham) yang dimiliki. Apabila kepemilikan saham
berpindah kepada ahli warisnya, sementa pengelolaan syirkahnya mirip
dengan syirkah-musahamah, maka pihak pemegang saham dibolehkan
menunjuk (menetapkan) manajer perusahaan, baik yang berasal dari
kalangan pemegang saham ataupun bukan. Manajer berhak mendapatkan
upah (ujrah) atau pendapatan yang ditentukan secara dinamis yang berupa
persentase dari keuntungan perusahaan. Apabila manajer berasal dari
pemegang saham, syirkah tersebut termasuk pengembangan dari syirkah-
abdan (atau syirkah badan usaha) karena manajer berhak mendapatkan
penghasilan sesuai kesepakatan (persentase dari keuntungan atau syirkah-
irbah), bukan atas dasar saham. Modal yang dinilai dengan saham tidak
dapat dipindah tangankan layaknya saham di pasar modal.”!

¥ Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan

Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 19

Beberapa ulama membahas Mudharabah secara tersediri dan memisahkannya dari bab Sirkah,

lihat al-Kamal Ibn al- Humam, Fazh al-Qadir (Pakistan: Maktabah al-Rashidiyyah); Muhammad

al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtaj ila Marifah Alfaz al-Minhaj (Beirut: Dar al-Fikr); dan

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, Bidayatul Mujtihad wa Nibayatul Mugtasid

(Beirut: Dar al Qalam, 1988) dalam Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke

Praktek, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 93

5! Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan
Mudharabah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 20
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Berakhirnya Musyarakah

Akad Syirkah berakhir disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:*

AN S

Pembatalan oleh salah satu transaktor

Kematian salah satu pihak yang bekerjasama
Karena gila

Karena sudah tercekal akibat bangkrut terlilit utang
Karena idiot dan sejenisnya

Keadaan yang mengakibatkan berakhirnya suatu kontrak perkongsian

secara umum adalah :

1.

Salah satu pihak telah mencabut atau membatalkan akad secara
sepihak;

Salah satu pihak meninggal dunia;

Salah satu pihak murtad;

Hilangnya kompetensi untuk bertindak secara hukum karena sakit
secara mental;

Molah syirkah rugi atau pailit.”

52 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Kenangan Syariab di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada

Media Group, 2015), hlm. 234

53 Siah Khosyi'ah, Figih Muamalah Perbandingan, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia,

2014), hlm. 211-212
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BAB 2
Sengketa Ekonomi Syariah

A. Sengketa Ekonomi Syariah

Pengertian perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi
bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi
syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah,
sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga
keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang
bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”.

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal
di Indonesia, dan di negara-negara lain dikenal dengan nama ekonomi
Islam (Islamic Economy, al-Iqtishad al-Islami) dan sebagai ilmu disebut
ilmu ekonomi Islam (Islamic Economics, Tlm al-Igtishad al-Islami).>*

Dalam suatu hubungan dunia bisnis atau perjanjian, selalu ada
kemungkinan atau dengan kata lain transaksi bisnis berpotensi timbulnya

>4 Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan
Agama, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm.34
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masalah yaitu silang sengketa. Silang sengketa yang perlu diantisipasi
dalam hubungan dunia bisnis atau perjanjian; mengenai bagaimana cara
melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian atau pun
disebabkan hal-hal lainnya di luar dugaan karena keadaan memaksa
(overmacht; force majeur). Untuk itu sangat diperlukan mencari jalan
keluarnya (problem solving) untuk menyelesaikan sengketa, biasanya
ada beberapa alternatif atau opsi dalam rangka penyelesaian sengketa
yang bisa ditempubh, seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa, dapat dengan cara; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli.”

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada
beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari,
diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu
akad, baik syarat subjektif maupun syarat objektif yang ternyata
tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;

2. Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa pesetujuan pihak lain
dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga
menimbulkan sengketa hukum;

3. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang
telah diperjanjikan;

Terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad);*

5. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (force

majeur/overmacht)

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan
menjadi empat, yakni:
1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan
lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;

5> Rahmani Timorita Yulianti, Sexngketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama
dan Badan Arbitrase Syariah) Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm.53-54

¢ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Edisi Revisi, (Depok:
Kencana, 2017), hlm.8

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH



2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan
lembaga pembiayaan syariah;

3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-oranga yang
beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan
tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan
prinsip-prinsip syariah;

4. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara
Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang
ekonomi syariah disamping itu juga perkara derivatif kepailitan
(perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).”

B. Faktor dan Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan
menjadi 3, yakni: 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga
keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; 2)
Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan
lembaga pembiayaan syariah; 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah
antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya
disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.*®

Pada dasarnya, setiap konflik dapat diselesaikan oleh para pihak
sendiri, namun kadang-kadang dalam praktiknya terdapat banyak
faktor yang menjadikan konflik sulit diselesaikan, khususnya mengenai
permasalahan hukum ekonomi syariah.”

Ahmad Mujahidin, Proseder Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), hIm.18-19

58 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum
Islam Dan Indonesia, Artikel, diakses di https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/
article/.../1173/877 hlm.31

Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), him. 53.




Amran Suadi menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah pada
umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah:

1. Konflik data (data conflicts) yang disebabkan karena
kekurangan informasi (lack of information), kesalahan informasi
(misinformation), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan
interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran
terhadap  procedural.

2. Konflik kepentingan (interest conflicts) yang disebabkan karena
adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan
substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, adanya
kepentingan psikologi

3. Konflik hubungan (relationship conflict) yang disebabkan oleh
adanya emosional yang kuat (strong emotions), adanya kesalahan
persepsi, miskin komunikasi (poor communication), atau kesalahan
komunikasi (miscommunication), tingkah laku negatif yang
berulang-ulang (repetitive negative behaviour).

4. Konflikstruktur (structural conflict) disebahkan adanya pola merusak
perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan, atau
distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan
kekuatan geografi, psikologi, yang tidak sama, atau faktor-faktor
lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit.

5.  Konflik nilai (value conflict) disebabkan adanya perbedaan kriteria
evaluasi pendapatatau perilaku,adanya perbedaan pandangan hidup,
ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memerhatikan
penilaian oranglain. ©

Selanjutnya Amran Suadi mengatakan bahwa terjadinya suatu
sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh para pihak baik perorangan
atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip
syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya

©  Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 31-32
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merasa dirugikan. Pada umumnya sengketa muncul dikarenakan adanya
penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak
melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-
pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati
akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak
atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
atau pihak-pihak atau salah satu pihak melaukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut
menyebabkan sengketa.”!

Diantara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi
syariah adalah:

1. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam
proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya
karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali
mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover,

2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:

a. Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan
perundingan pendahuluan;

b. Tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksikan norma-
norma akad yang pasti, adil, dan efisien;

c. Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi
atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan;

d. Tidak jujur atau tidak amanah.

' Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.32-33 lebih lanjut lihat Pasal 1338 Ayat (1)
KUH Perdata



C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat
dikategorikan dalam: ¢

1. Proses ajudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa
menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang
berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh
pihk ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah
dan menang (win-lose). Proses penyelesaian sengketa yang masuk
dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase;

2. Proses konsensus, di mana sifat dari penyelesaian sengketa
menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerjasama
(cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam
pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun
tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifa menang (win-win).
Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam ketegori ini adalah
negoisasi, mediasi, konsiliasi, ombudsman, dan pencari fakta
bersifat netral;

3. Proses ajudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya
adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di
atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses
yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang
masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan
mini (mini trial), pemeriksaan juri secara suir (summary jury trial),
dan evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation).

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara
litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah
kompetensi pengadilan agama. Untuk pilihan penyelesaian sengketa
secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui arbitrase dan alternatif

€ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.35-36
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penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melaui jalur non litigasi
di atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang
mekanisme penyelesaian sengketa.*®

D. Kajian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa studi yang berhubungan dengan tema putusan
pengadilan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diantaranya
sebagai berikut :

Martina Purnanisa,* Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Antasari Tahun 2016, dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap
Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun
No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”. Kesimpulan pada penelitian tersebut
adalah dalam putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang
telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana
mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak
menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum,
putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat
dengan menggunakan legal standing yaitu UU Nomor 3 Tahun 1999.
Temuan tersebut mempertegas bahwa dalam putusan ini majelis hakim PA
Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Tidak mencantumkan
posita gugat berkenaan legal standing LPKNI yang menyebabkan formulasi
putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

¢ Marhamah Salch, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum
Islam Dan Indonesia, Artikel, diakses di https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/
article/.../1173/877 hlm.32

Martina Purnanisa, Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdr.G/2014.Pa.Mn), (Banjarmasin: Tesis Institut
Agama [slam Negeri (IAIN) Antasari, 2016), hlm. 152
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Nasruddin®, Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
tahun 2014, dengan judul “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi
Syariah”. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah: (1) Nilai-nilai
ekonomi syariah Islam : a. nilai ketuhanan, b. kepemimpinan, c. nilai
keseimbangan, d. nilai keadilan, dan e. nilai kemaslahatan, diharapkan
dapat diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian umat Islam. Sistem
ekonomi syariah senantiasa menggunakan kriteria yang di dalamnya
tidak mengandung unsur : maysir, gharar, haram, dan riba. Ada 3 (tiga)
aspek yang muncul pada setiap sengketa, yakni: 1. aspek yuridis, 2. aspek
sosiologis, dan 3. aspek psikologis. Ketiga aspek dari setiap sengketa,
menimbulkan 3 (tiga) sifat pula yang melekat padanya, yaitu : a. sifat
formal (melekat pada nilai dan norma), b. sifat substansial (melekat pada
nilai dan norma), dan c. sifat emosional (melekat pada manusianya). (2)
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut
(mutlak) pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana
yang diamanahkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi
syariah dimaksud meliputi 11 macam obyek, yaitu: Bank Syariah, Lembaga
Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana
Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah,
Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dana Pensiun
Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. (3) Kewenangan peradilan
agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, sebagai
suatu peluang strategis, sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya, dengan cara memfungsikan peradilan agama sesuai tugas dan
kewenangannya secara optimal. Dibalik peluang, tentunya diperhadapkan
dengan tantangan dan rintangan, baik yang bersifat intern, yaitu yang
berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani
perkara ekonomi syariah yang muncul, tapi juga tantangan yang bersifat

& Nasruddin, Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah, (Makassar: Disertasi Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), hlm. 241
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ekstern, misalnya virus mafia peradilan. Para hakim peradilan agama
harus menguasai seluk beluk tugas, berkaitan dengan hukum materil,
hukum acara serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang
terkait. Sejalan dengan itu, tuntutan peningkatan kinerja, mutu pelayanan,
kualitas dan integritas serta didukung oleh profesionalitas aparat peradilan,
berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat pencari keadilan
terhadap lembaga peradilan. Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah:
1) kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai,
sehingga diharapkan mengembangkan ilmu dan keahlian yang memadai.
peningkatan sumberdaya manusia (SDM) para hakim melalui pelbagai
pelatihan, bimbingan tehnis, training of trainers, studi banding dan jalur
akademis pada jenjang S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.
2) perlu digalakkan sosialisasi kewenangan/kempetensi pengadilan
agama dan aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disatu sisi
berdampak positif bagi kedudukan dan eksistensi peradilan agama, namun
disisi lain juga memiliki konsekuensi logis terhadap aparatur peradilan
agama yang perlu mempersipkan diri dengan baik dalam penyelesaian
ekonomi syariah, khususnya bisnis syariah, terutama yang terkait dengan
legislasi dan regulasi, pelbagai macam akad, produk-produk, jenis-jenis,
pembukuan serta akuntansi syariah. 4) untuk menjamin tegaknya asas
kepastian hukum dan agar tidak terjadi disparitas putusan, maka para
pihak terkait (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk lebih berhati hati dan
konstruktif dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-
undangan, sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa kewenangan antar
badan peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Muhammad Igbal,*® Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar tahun 2017, dengan judul “Profesionalisme Hakim Peradilan
Agama Dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Terhadap

% Muhammad Iqbal, Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa
Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Putusan Perkara Perbankan Syariah Tabhun 2007 — 2014),
(Makassar: Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 235



Putusan Perkara Perbankan Syariah Tahun 2007 - 2014)”. Kesimpulan
pada penelitian tersebut adalah: pertama, para Hakim Peradilan Agama
mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa perbankan syariah,
karena secara keilmuan telah memperoleh pengetahuan mengenai
ekonomi syariah baik melalui jenjang pendidikan formal maupun melalui
pendidikan dan latihan (diklat) ekonomi syariah, secara skill mampu
mengkonstatir, mengkualifir serta mengkonstituir saat memutuskan
perkara yang ditangani dan secara etik tidak pernah mendapatkan
hukuman disiplin, baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
maupun dari Majelis Kehormatan Hakim; Kedua, Putusan hakim Peradilan
Agama dalam mengadili sengketa perbankan syariah setiap tahunnya
semakin berkualitas, terutama dari aspek penerapan hukum materiil serta
hukum formil dan dari aspek kemampuan mewujudkan tujuan hukum
dalam proses penegakan hukum, walaupun dari aspek ketepatan waktu
penanganan perkara masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku;
ketiga, ada 3 faktor yang mempengaruhi profesionalisme hakim dalam
mengadili sengketa perbankan syariah yakni pendidikan dan pelatihan
yang diikuti para hakim, disharmonisasi peraturan perundang-undangan
yang mengatur persoalan ekonomi syariah serta eksistensi hukum acara
(formil) dalam mengadili sengketa perbankan syariah. Hasil penelitian
ini kiranya dapat memberikan gambaran objektif mengenai penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, sekaligus menjadi
sumbangsih pemikiran dan pertimbangan akan pentingnya peningkatan
kompetensi hakim Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah baik
dari segi keilmuan, skill maupun dari segi etika (moral) demi terciptanya
profesionalisme hakim Peradilan Agama, penelitian ini juga menunjukkan
pentingnya keberadaan hukum formil sebagai tolak ukur penegakan
hukum dalam mengadili sengketa ekonomi syariah sehingga pelaksanaan
hukum secara jujur, transparan dan tidak memihak dapat diwujudkan.

Lalu Fahrizal Cahyadi®, Tesis, Program Studi Magister Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

& Lalu Fahrizal Cahyadi, Analisa Putusan Mahbkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 tentang Klausul
Pengaliban Tanggung Jawab Resiko Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Sumut
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Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul “Analisa Putusan
Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 tentang Klausul Pengalihan
Tanggung Jawab Resiko Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah
Pada Bank Sumut Syariah”. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah:
Pertama, Bahwa akibat hukum adanya klausul pengalihan tanggung
jawab risiko dalam bentuk surat pernyataan di perjanjian pembiayaan
musyarakah di Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014
berdasarkan hukum perjanjian Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) adalah batal demi hukum yaitu surat pernyataan
tersebut tidak pernah dianggap ada dan tidak pernah terjadi karena surat
pernyataan tersebut bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam sebuah
perjanjian. Dalam pandangan hukum perjanjian Islam surat pernyataan
untuk pengalihan tanggung jawab risiko tersebut bertentangan dengan
asas-asas dalam perjanjian Islam yaitu: asas keadilan, kemaslahatan,
kesetaraan, ridha (kerelaan). Selain itu, klausul surat pernyataan
pengalihan tanggung jawab risiko bertentangan dengan prinsip syariah
yang menyaratkan bahwa suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur
zalim karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Klausul
surat pernyataan pengalihan tanggung jawab risiko tidak sesuai dengan
ketentuan Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat (1), As-Syuara Ayat (183)
dan Al-Baqarah Ayat (188) yang melarang mengalihkan tanggung jawab
kepada orang lain atau berbuat zalim kepada pihak lainnya. Serta Hadits
Nabi SAW dalam Riwayat Tirmidzi dari ‘Amar bin ‘Auf “kaum Muslimin
terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram” dan Hadist Nabi tentang menjauhi
sifat zalim kepada pihak lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir
Ra “jauhilah kezaliman karena kezaliman menjadikan kegelapan di hari
kiamat” juga Hadist Nabi dari Abi Saiid Saad bin Sinaan Al-Khudriy Ra.
yang menyatakan “tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.
Suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak
saling memudharatkan. Selain itu, klausul pengalihan tanggung jawab

Syariabh, (Jakarta: Tesis Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 93-95



risiko dalam bentuk surat pernyataan pada perjanjian pembiayaan
musyarakah tersebut berdasarkan hukum perjanjian Islam bertentangan
dengan Pasal 21 KHES yang mengatur mengenai asas-asas dalam akad,
yaitu asas transparansi (Pasal 21 Huruf g), asas keseimbangan (taswiyah)
(Pasal 21 huruf f), asas itikad baik (Pasal 21 huruf j) dan asas suatu
sebab yang halal (Pasal 21 huruf k). klausul tersebut juga bertentangan
dengan prinsip syariah yaitu suatu perbuatan zalim yang menimbulkan
ketidakadilan bagi konsumen. Bertentangan dengan tujuan akad yang
merupakan salah satu dari hukum akad, sehingga surat pernyataan
tersebut tidak memenubhi syarat sahnya hukum perjanjian Islam, maka
syarat pernyataan tersebut merupakan akad batil atau akad yang batal
demi hukum. Juga berdasarkan ketentuan KUHPerdata tentang klausul
pengalihan tanggung jawab risiko dalam surat pernyataan pada perjanjian
pembiayaan musyarakah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 bahwa
perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan
dalam perjanjian tetapi juga diharuskan sesuai dengan asas kepatutan,
kebiasaan, dan undang-undang. Klausul tersebut juga bertentangan
dengan syarat sah perjanjian “suatu sebab yang halal”. Kedua, Berdasarkan
analisis pertimbangan hukum pada putusan hakim dalam putusannya
atas tidak dapat diterimanya (NO) gugatan atau permohonan kasasi
penggugat dalam perkara perjanjian pembiayaan musyarakah di putusan
Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 bahwa hakim dalam tingkat
kasasi sudah tepat dalam memutuskan gugatan penggugat karena gugatan
masuh mengandung cacat formil sehingga hakim tidak berhak untuk
masuk ke dalam perkara materil gugatan. Cacat formil gugatan penggugat
yaitu obsuur libel karena penggugat dalam petitum gugatannya tidak
mencantumkan dengan rinci siapa yang dituntut untuk membebaskan
atau membayar hutang nasabag dalam perjanjian pembiayaan musyarakah
tersebut, apakah pihak perbankan (tergugat I dan II) ataukan pihak
asuransi (tergugat III). Dari sini petitum atau tuntutan penggugat dalam
gugatannya masih belum dirumuskan secara jelas, cermat dan terperinci
menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur atau abscuur libel. Akan
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tetapi berdasarkan eksepsi yang kedua yang menyatakan gugatan penggugat
mengandung eror in persona atau salah pihak karena tidak ditarik sebagai
tergugat adalah Aminudin SInaga selaku pribadi dimana Aminudin
SInaga merupakan perorangan bukan sebagai suatu badan hukum atau
perwakilan badan hukum secara anggaran dasar yang berlaku belum tepat
karena bila dilihat dari asas piercing the corporate veil pimpinan selaku
pribadi dapat diajukan atau dimintakan pertanggungjawaban sebagai
perorangan karena terbukti pimpinan melakukan kesalahan atau kelalaian
dalam menjalankan tugasnya dan merugikan perseroan dan berhak
untuk dimasukkan kedalam pihak tergugat. Selain itu, bahwa alasan-
alasan permohon kasasi atau penggugat hanya mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi
di Mahkamah Agung karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan
atau pelanggaran hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini, hakim sudah
tepat dan berusaha dalam memutuskan dengan seadil-adilnya. Dalam
sebuah riwayat, dikatakan “apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia
benar, maka ia memperoleh dua pahala, dan apabila ia berijtihad namun
salah maka ia memperoleh satu pahala”.

Ruslaini dan Juhrotul Khulwah,®® Jurnal Ekonomi Islam Volume
8, Nomor 2, November 2017, dengan judul “Ijtihad Hakim Dalam
Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama’.
Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah: Ijtihad majelis hakim dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sumber hukum
yang sudah ada, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum
meteriil. b. Sumber hukum acara atau sumber hukum formil yang berlaku
di Pengadilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Pengadilan
Agama. c. sumber hukum materiil yang digunakan oleh Hakim Pengadilan
Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah: Al-Qur’an,

& Ruslaini dan Juhrotul Khulwah, fjtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Dilingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017,
hlm. 168



Hadits, dan kitab-kitab Turats (kitab-kitab klasik) dan fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). d. ijtihad hakim
yang di gunakan dalam hal ini adalah ijtihad hakim dalam memilih
sumber hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah hakim
belum menggunakan sumber hukum berupa ijtihad seperti: ‘urf, Istihsan,
maslahah mursalah dan lain sebagainya, karena para hakim berpendapat
bahwa sumber hukum yang ada, baik sumber hukum formil ataupun
materiil sudah mencukupi sebagai sumber dalam menyelesaikan sengketa
ekonomi yang ada.
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BAB 3

Diskursus Penemuan dan
Penafsiran Hukum dalam
Putusan Hakim Hakim

A. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (Rechsvinding)® adalah proses pembentukan hukum
oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan
peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.”

J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai sebuah reaksi
terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam
peristilahan hukum. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum,
konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa yuridis. Penemuan
hukum di arahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-

@ J.A. Pontier, Rechsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum
(Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), hlm.95

70 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir, Edisi Revisi, (Malang:
UB Press, 2011), hlm. 101 lihat juga Jazim Hamidi, Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum
Perspektif Falsafati dan Metode Interpretasi, dalam Sri Rahayu Oktoberina, Butir-Butir Pemikiran
Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof: Dr. B. Avief Sidharta, S.HLM., (Bandung: Refika
Aditama, 2008), hlm.65
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pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian
terhadap sengeta-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan
pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan
aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari
fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.”

J.A. Pontier menyatakan bahwa penemuan hukum, berkaitan dengan
hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah
hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan
bagaimana terhadap situasi-situasu problematik tertentu seyogyanya
harus diberikan reaksi. Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum
tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum
dapat ditemukan dalam undang-undang. >

Menurut Sudikno Mertokusumo, metode penemuan hukum yang
lazim digunakan dalam praktek penemuan hukum oleh hakim adalah
metode interpretasi dan konstruksi.”> Senada dengan disampaikan
oleh Masdari, metode argumentasi dan fiksi merupakan bagian dari
metode konstruksi yang terdiri dari metode argumentum peranalogian,
argumentum a contrario, rechtvervijning (penghalusan), dan fiksi hukum.”

B. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada
penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk
dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim

' Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2001. HLM.37 dalam Jonaedi

Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa

Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cert ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),

hlm.37

J.A. Pontier, Rechsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum

(Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), hlm.16

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakara: Penerbit Liberty,

2009), hlm.56-66

7 Masdari, Metode Penemuan Hukum oleh Hakim. Bahan Kuliah S2 Prgram Magister lmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, hlm.304 dalam Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan
Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi, (Yogyakarta: UII
Press, 2015), hIm.99
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harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang
khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan
undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak
boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada
hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu
untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk
dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang
menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum. Teks
hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk
bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami
kesulitan untuk memberikan penjelasan.”

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum
dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan
pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa
dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di
sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-
undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak
memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya
atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk
mengisi kekosongan dengan menggunakan metode berfikir analogi,
metode penyempitan hukum dan metode a contrario.”

Jazim Hamidi menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan
itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong, yang
harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan

7> Anton Freddy Susanto. 2005. Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas
Makna. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), hlm.1

76 Sudikno Mertokusumo, & Pitlo, A. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya
Bakti. Bandung, 1993 dalam Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam
Putusan Pengadilan, Jurnal Pandecta, Volume 8. Nomor 2. Juli 2013, hlm.155



dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan
perundang-undangannya””’

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum.
Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung
dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus
atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di
samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal
ini penafsiran oleh hakim (judicial interpretation), juga dapat berfungsi
sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi,
atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang
Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar
dapat diubah melalui (i) formal amandement, (ii) judicial interpretation,
dan (iii) constitutional usage and conventions.”

Menurut Jonkers ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam
melakukan penafsiran yaitu:

1. Jika kata-kata sudah jelas, maka yang berlaku adalah kata itu, bukan
maksudnya. Harus diingat bahwa hakimlah yang menilai apakah
suatu kata itu sudah jelas.

2. Jika kata-kata tidak jelas, namun dapat diartikan berbeda-beda,
maka yang dipilih adalah kata-kata yang sesuai dengan tujuannya.

3. Jika kemungkinan penjelasan berbeda-beda, maka yang dipilih
adalah kata-kata yang tidak mempunyai akibat apapun.”

77 Jazim Hamidi, 2005, Hermeneutika Hukum (1eori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi
Teks), (Yogyakarta: UII Press), hlm.52.

78 Phlm. Visser’t Hoft, Rechtsvinding (Penemuan Hukum) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta,
(Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25

7 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cetke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm. 49-50
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C. Aliran Penemuan Hukum

Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim terbagi diantaranya sebagai berikut:

1. Aliran Begriffsjurisprudenz, mengajarkan bahwa sekalipun benar
undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih
dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena
undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai
sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran ini
hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum
logika (silogisme) sebagai dasar utamanya dan memperluas
undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan
teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-
konsep yuridik) sebagai tujuan bukan sebagai sarana, sehingga
hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.

2. Aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule), menyatakan hakim
danpejabatlainnya mempunyaikebebasan yang seluas-luasnya untuk
melakukan penemuan hukum, tidak sekadar menerapkan undang-
undang, tetapi juga mencakupi memperluas, mempersempit dan
membentuk peraturan dalam putusan hakim dari tiap-tiap perkara
konkret yang dihadapkan padanya, agar tercapai keadilan yang
setinggi-tingginya, dan dalam keadaan tertentu hakim bahkan boleh
menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat.
Jadi yang diutamakan bukanlah kepastian hukum, karena peraturan
perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian
internasional dan doktrin hanyalah sebagai “pengantar” atau
“pembuka jalan”, “pedoman’, dan “bahan inspirasi” atau sarana bagi
hakim untuk membentuk dan menemukan sendiri hukumnya yang
dinyatakan dalam putusannya atas suatu perkara yang diadilinya
dan dihadapkan padanya itu. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain O.
Bulow, E. Stamped an E. Fughs.

3. Aliran Soziologische Rechtsschule, mengajarkan bahwa hakim
seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan dan



memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta
kenyataan-kenyataan masyarakat, yang sedang hidup di dalam
masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Tokoh-tokoh aliran
ini antara lain Arthur Honderson, J. Valkhor, A Auburtin dan G.
Gurvitch.

4. Ajaran Paul Scholten, sistem hukum itu tidak statis melainkan
sistem terbuka open system van het recht, karena sistem hukum
itu membutuhkan putusan-putusan (penetapan-penetapan) dari
hakim atas dasar penilaian dan hasil dari penilaian itu menciptakan
sesuatu yang baru dan senantiasa menambah luasnya sistem hukum
tersebut.*

Idealnya putusan hakim apabila mengandung unsur Gerechtigkeit
(keadilan) Zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan Rechtssicherheit (kepastian
hukum) secara proporsional. Putusan hakim harus adil juga memiliki
kemanfaatan bagi yang bersangkutan maupun masyarakat luas serta
terjamin kepastian hukumnya. Putusan hakim diharapkan memberikan
kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara atau sengketa dengan
memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan
nilai-nilai kebenaran dan keadilan.*'

D. Model Penafsiran Hukum

Menurut pendapat Utrecht mengenai penafsiran undang-undang dibagi
menjadi 5 (lima) yaitu: 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah
(taalkundige interpretasi), 2) Penafsiran Historis (historis interpretatie),
3) Penafsiran sistematis, 4) Penafsiran sosiologis, 5) Penafsiran otentik
atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie)®

8 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm. 41-42

8 Sudikno Mertokusumo, Zeori Hukum (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
hlm. 24

82 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Mohlm. Saleh Djindang,
cet. XI, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru,1983), hlm. 208.
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Sementara itu, Visser't Hoft mengemukakan 7 (tujuh) model
penafsiran hukum, yaitu: 1) penafsiran gramatikal atau interpretasi
bahasa, 2) penafsiran sistematis, 3) penafsiran sejarah undang-undang,
4) penafsiran sejarah hukum, 5) penafsiran teleologis, 6) penafsiran
antisipatif, 7) penafsiran evolutif-dinamis.*

Metode penafsiran hukum sosiologis dikategorikan dalam kategori
interpretasi fungsional/bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya
kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Penafsiran ini
mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan
dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa
memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.®

Arief Sidharta memaparkan ada 9 (sembilan) teori penafsiran.
Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah®:

1. Teori penafsiran letterlijk atau harfiah (what does the word mean?)
Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang
tertulis.

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (what does it
linguistically mean?) Penafsiran yang menekankan pada makna teks
yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan.

3. Teori penafsiran historis (what is historical background of the
formulation of a text) Penafsiran historis mencakup dua pengertian
yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran
sejarah hukum.

4. Teori penafsiran sosiologis (what does social context of the event to be
legally judged) Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat

8 Phlm. Visser't Hoft, Rechtsvinding (Penemuan Hukum) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta,

(Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), him.30

Iskandar Muda, Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa

Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012), Jurnal

Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016, hlm. 49

% Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Keknasaan Kehakiman di
Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.131-134. Dalam Afif Khalid, Penafsiran Hukum
Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-
Juni 2014, hlm.11-15
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dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan.
Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi
legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan.

5. Teori penafsiran sosio-historis (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud,
what does the social context behind the formulation of the text)
berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis
memfokuskan padakonteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi
rumusan naskah hukum.

6. Teori penafsiran filosofis (what is philosophical thought behind the
ideas formulated in the text) penafsiran dengan fokus perhatian pada
aspek filosofis.

7. Teori penafsiran teleologis (what does the articles would like to
achieve by the formulated text) penafsiran ini difokuskan pada
penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan
dan jangkauannya.

8. Teori penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah
hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.

9. Teori penafsiran holistik tematis sistematis (what is the theme of the
articles formulated, or how to understand the articles systematically
according to the grouping of the formulation).

Disamping itu, dalam perkembangan pemikiran dan praktik
penafsiran hukum di dunia akhir-akhir ini, telah berkembang pula berbagai
corak dan tipe baru dalam penafsiran hukum dan konstitusi di berbagai
negara. Oleh karena itu, pendapat-pendapat yang biasa kita diskusikan di
berbagai fakultas hukum di tanah air juga perlu memperhatikan dinamika
perkembangan di dunia ilmu hukum pada umumnya. Oleh sebab itu,
berbagai pandangan para sarjana mengenai ragam metode penafsiran itu,
perlu kita himpun dan kita sarikan sebagaimana mestinya.*

8¢ Aff Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al
Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm.15
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E. Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban
atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar
putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah
dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar
sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya
dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran
hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang
ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia
peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¥

Adapun asas yang mewadahi Hakim di dalam menemukan hukum
itu adalah sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menegaskan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut menjadi jelas bahwa tidak
ada suatu persoalan atau permasalahan hukum yang tidak ada hukum
untuk mengaturnya. Bagi Hakim selalu ada dasar dan alasannya di dalam
memutus perkara yang diajukan kepadanya. Persoalannya bukan lagi
kepada ada-tidaknya hukum atau jelas-tidaknya hukum bagi Hakim di
dalam memutus suatu perkara, melainkan lebih kepada bagaimana Hakim

menemukan hukum itu.®

8 AAf Khalid, Penafsiran Hukum Oleb Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al
Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm.9

8 Charles Himawan. Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm.2



Penegakan hukum tidak lepas dari konsep hukum yang mendasari
pemikiran dalam menentukan cara-cara yang dijalankan dan
dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
Pemahaman mengenai konsep hukum dan pemikiran itu, telah didasari
terdapat perbedaan paradigmatis diantara para penegak hukum (hakim)
dalam memandang hakikat hukum. Dalam ilmu hukum terdapat berbagai
aliran pemikiran yang menggunakan paradigma-paradigma tertentu.
Paradigma tersebut yaitu :*

1. Yuridis-dogmatis, yaitu suatu cara pendekatan di mana diolah
peraturan-peraturan hukum dengan akal saja dan selanjutnya
pengertian-pengertian hukum tersebut diberlakukan hanya dengan
akal logika tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan
(dogma adalah ajaran atau pendapat yang diterima begitu saja tanpa
penyelidiki benar tidaknya);

2. Kausal-empiris/sosiologis, ialah suatu cara pendekatan yang
menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari
sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan
sosial dalam masyarakat;

3. Filosofis/idealis/ideologis, yaitu metode pendekatan yang menggarap
peraturan-peraturan hukum dengan mempelajari hubungannya
dengan hal-hal yang timbul dari ide-ide atau cita-cita atau hasil

pemikiran manusia.

Pembedaan terhadap paradigma ini tidak dimaksudkan untuk
menyekat sedemikian rupa sehingga masing-masing model paradigma
memisahkan diri satu sama lainnya. Pemisahan masing-masing model

paradigma ini berimplikasi negatif terhadap proses penegakan hukum oleh

8 Yusriyadi, Paradigma Positivisme dan Implikasinya terbadap Penegakan Hukum di Indonesia,
Makalah pada diskusi panel kerjsama Asean Foundation dan Universitas Diponegoro dalam
rangka Peringatan Dies Natalis yang ke 46, 2004, hlm.3 dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar
Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hikum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam
Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39
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hakim. Sehingga tujuan dari penegakan hukum oleh hakim yaitu keadilan
yang dicita-citakan atau dikehendaki oleh masyarakat luas tidak tercapai.”

Idealnya hakim menggunakan ketiga paradigma itu sebagai konsep
dasar pemikiran atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Penggunaan ketiga metode pendekatan itu, hendaknya selalu bermuara
pada paradigma filosofis/idealis/ideologis sebagai pertimbangan yang
harus digunakan hakim. Paradigma filosofis meyakini bahwa norma moral
tidak akan lepas dari hukum, terutama karena prinsip moral berperan
sebagai uji kritis terhadap hukum positif.”"

F. Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum
atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan
perkara/kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan
pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh
seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis
atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode
penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis dan sosiologis
atau teologis, komparatif, antisipatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan
atau a contrario. Kesimpulan yang dapat diambil dari telaah tentang legal
reasoning adalah bahwa Legal reasoning juga merupakan hasil jjtihad hakim
dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun
pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistimatik dan
dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun
dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi

90

Yusriyadi, Paradigma Positivisme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,
Makalah pada diskusi panel kerjsama Asean Foundation dan Universitas Diponegoro dalam
rangka Peringatan Dies Natalis yang ke 46,2004, hlm.3 dalam Jonaedi Efendi, Rekonstrisksi Dasar
Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam
Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39

' Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm. 40



fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma
hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta
teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode
penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan)
atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim legal reasoning
ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan
suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus
memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai
putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara
baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.
Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan
tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara
perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha
sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Legal
reasoning hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait dengan
tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,
kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti
memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian
pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu
perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui
tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.”?

G. Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim

Di dalam hukum acara perdata, putusan hakim terdapat dua macam,
yaitu putusan terakhir (einvonnis) yang mengakhiri perkara perdata yang
diperiksa oleh hakim, dan putusan sela (tussenvonnis) yang diadakan

2 Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di
Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam Islamadina, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm.41
% Soedikno Mertokusumo, Hitkum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.108
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sebelum hakim memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau
mempermudah pelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan akhir ini ada
yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan
(constitutive) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan
(declaratoir).”?

Putusan hakim memiliki suatu yang intrinsik berada di dalam.
Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga)
macam yaitu: pertama, Putusan Declaratoir. Putusan ini merupakan
putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum
semata-mata. Kedua, Putusan Constitutive. Putusan ini merupakan
putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang
baru. Ketiga, Putusan Condemnatoir. Putusan ini merupakan putusan yang
menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan
penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.”

Adapun dari aspek kekuatannya putusan Hakim mempunyai tiga
macam kekuatan, yaitu: pertama, adalah kekuatannya untuk dapat
dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang
tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.
Kedua, harus diperhatikan bahwa putusan Hakim itu sebagai dokumen
merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang,
sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat
(antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”. Kekuatan
ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu
gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “neb is in
indem” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam
perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut
berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru

" Wirjono Projodikoro, Hikum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur, 1992.hlm.127
dalam Sholeh So'an, Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam
Panangan Islam, (Bandung : Penerbit Agung Ilmu, 2004), hlm.133

% Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him.84



itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang
sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim
dengan putusan yang telag memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.”

H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Putusan Hakim

Banyak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan
hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun
pengembangan penelitian kepustakaan. Menurut Loebby Logman
faktor yang mempengaruhi pembuatan putusan meliputi: pertama,
raw input, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama,
pendidikan formal dan lainnya. Kedua, instrumental input, yakni faktor
yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga,
environmental inputy, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan
hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.”

Apa yang dikemukakan Loebby pad era 1990-an, diuji kembali oleh
Teddy Asmara. Dalam penelitian untuk disertasinya, Teddy menghasilkan
sebuah proporsi bahwa begitu kompleksitasnya faktor yang mempengaruhi
putusan hakim, terutama faktor yang berhubungan dengan ekonomi.*®

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam

pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, kepribadian,
jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Menurut Rahardjo, di Indonesia

% Sifat dan Kekuatan Putusan, “http://advokatku.blogspot.com/2010/05/sifat-dan-kekuatan-
putusan-hakim.html, diakses pada 2 Januari 2011 dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar
Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam
Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hm.84

7 Loebby Loqman, Delik-Delik Politik, Jakarta: In-Hill CO, 1990. hlm.123 dalam Syamsyuddin,
Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana, 2012),
him.93 dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis
Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok:
Prenadamedia Group, 2018), hlm.84

% Teddy Asmara, Budaya Ekonomi Hukum Hakim, Semarang: FASINDO, 2010 dalam Jonaedi
Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa
Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),
hlm.85

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH



perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan
bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia
disini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan
konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.”

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasri, menegaskan bahwa
ada dua faktor utama yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yakni faktor
yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor yang memegaruhi
kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang
datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal di sini
ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim
itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi
hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Salah satunya juga
yang paling penting adalah moralitas atau integritas pribadi hakim juga

kemampuan berpikir logis, jenis kelamin, usia dan pengalaman hakim. '

Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar hakim.
Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan hakim salah satunya
adalah Jaminan Kebebasan Peradilan (independency of judiciary).
Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara
hukum (rechstaat). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam
memutuskan sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim
akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-
pertimbangan putusan. Selain faktor tersebut, berikut adalah faktor
eksternal yang juga memberikan pengaruh terhadap perbuatan putusan
hakim antara lain: Peraturan Perundang-Undangan, adanya intervensi
terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum

? Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjanan Sosiologis, (Bandung: Sinar
Baru, t.th),hlm. 79

1% Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasri, Op. Ciz., hlm.58-63, dalam Antonius Sudirman
Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku
(Behavioral Jurisprodence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,
dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai
Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia
Group, 2018), hIm.85



lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan faktor sistem
pemerintahan (politik).'?!

1 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cetke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him.88-89
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BAB 4

Kewenangan Hakim Pengadilan
Agama dalam Menangani
Sengketa Ekonomi Syariah

A. Kewenangan Hakim Peradilan Agama dalam
Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Hakim
merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan
pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali
diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan
pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu,
pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan
dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan
keadilan. Hakim dalam sistem peradilan kita adalah hakim yang bebas
dalam memutuskan perkara, dia tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi
oleh siapapun, dia hanya bertanggungjawab kepada hati nuraninya sendiri

dan tentunya kepada Tuhan.'**

192 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.
180
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Hakim merupakan profesi yang sangat mulia karena ia merupakan
wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia, oleh karena itu, hakim
wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh

sekedar menjadi pelaksana perundang-undangan.'®

Konsep kehakiman dalam peradilan sangat mengutamakan asas
equality before the law dan asas audit et alteram partem. Kedudukan para
pihak adalah sama di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus
menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan hakim
dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang

terkait dengan perkara yang disidangkan itu.'™*

Di Indonesia jaminan terhadap independency of judiciary telah
dipancangkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang
dipertegas dalam menjelasan dimaksud :

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jamuinan
dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
mengatakan:

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya
kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara
lainnya, dan kebebasan dari paksaan, directive, atau rekomendasiyang datang dari
pihak ekstrayudisial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang”

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan.
Pertama, agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur
dan adil. Kedua, agar kekuasan kehakiman mampu berperan melakukan
pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Adapun konsekuensi

19 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuban Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan
di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.33

1% Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem
Peradilan, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana. 2010), hm.36
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dari kekauasaan kehakiman yang merdeka adalah: 1) supremasi hukum,
2) peradilan sebagai katup penekan (pressure valve), 3) peradilan sebagai
tempat terakhir (the last resort) dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir, 4) peradilan
sebagai pelaksanaan penegakan hukum 5) peradilan dibenarkan bertindak
tidak demokratis secara fundamental.'”®

Dalam hal kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman,
Leopold Pospisil mengemukakan ada 4 (empat) atribut hukum, yaitu :
Pertama, hukum merupakan putusan dari pihak-pihak yang berkuasa
dalam masyarakat, putusan-putusan mana ditujukan untuk mengatasi
ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat (attribute of
authority). Kedua, Putusan-putusan yang mempunyai daya jangkau
yang panjang untuk masa mendatang (attribute of intention of universal
application). Ketiga, Putusan-putusan pengawasan yang harus berisi
kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak-pihak kedua dan
sebaliknya (attribute of obligation). Keempat, Putusan-putusan dari pihak
yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan kepada
kekuasaan masyarakat yang nyata (attribute of sanction). Kemandirian
pengadilan adalah adanya kemampuan pengadilan untuk mewujudkan
keempat atribut hukum itu dalam kenyataannya, dimana pengadilan
memahami dirinya juga memahami masyarakat dengan cara-cara yang

memungkinkan peradilan mereproduksi diri sendiri dalam penyelesaian

195 Setiap penyelesaian sengketa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum berdasarkan
asas: Perlakukan yang sama di depan hukum, perlindungan yang sama di depan hukum. Lembaga
peradilan diberi wewenang sebagai katup penekan: atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh siapa pun dan pihak manapun tanpa kecuali, pelanggaran itu meliputi segala bentuk
perbuatan yang tidak konstitusional, ketertiban umum dan kepatutan. Maksudanya adalah
peradilan tidak memerlukan akses dari siapapun, tidak memerlukan negoisasi dari pihak manapun,
tidak memerlukan kompromi dari pihak yang berkara, terdapat kesepakatan umum dalam
komunitas Pengadilan di dunia bahwa lembaga peradilan diharapkan untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut: Pengadilan memberikan keadilan individu dalam kasus individual. Pengadilan
beroperasi secara transparan. Pengadilan menyediakan suatu forum yang tidak memihak dalam
menyelesaikan sengketa hukum. Pengadilan melindungi warga dari penggunaan kekuasaan
pemerintah yang sewenang-wenang. Pengadilan melindungi yanglemahlm. Pengadilan membuat
dan merawat catatan formal tentang putusan dan status hukum. Lihat Jonaedi Efendi, Rekornstruksi
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup
Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.89



sengketa atau perkara yang masuk dalam yuridiksinya. Penyelesaian suatu
perkara atau sengketa dalam beracara di Pengadilan, para hakim dan
pejabat badan peradilan dalam menjalankan kewenangannya terdapat
rambu-rambu aturan hukum formal, maupun hukum materiil. Kekuasaan
peradilan dalam melaksanakan kewenangannya terikat pada aturan
hukum materiil dan hukum formil/hukum acara sebagai dasar normatif
dalam menjalankan kebebasan kekuasaan peradilan dan atau kebebasan

hakim dalam proses peradilan.'*

Peradilan Agama adalah terjemahan dari bahasa Belanda, Godstientige
rechtspaak. Godstientige berarti ibadahan atau agama. Rechtspraak berarti
peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian
hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-

lembaga tertentu dalam pengadilan.'”’

Tugas-tugas pokok atau tugas yudisial hakim di Pengadilan Agama
dapat dirinci sebagai berikut: membantu pencari keadilan, mengatasi
segala hambatan dan rintangan, mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara,
meminutir berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan
pengayoman kepada pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat, dan mengawasi penasehat hukum.'%

Sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama, sumber hukum
tersebut adalah sebagai berikut: Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
(B.Rv), Inlandsch Reglement (IR), Rechtsreglement Voor de Buitengewesten
(R.Bg), Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW), Wetboek van Koophandel

1% Agus Priono, dkk., Penerapan Teori Penafsiran Hukum Olebh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta
Otentik), Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017, hlm.119

17 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif
Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm.32

198 Ruslaini, Juhrotul Khulwah, Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Dilingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017,
hlm.157
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(Wv.K), Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, surat edaran
Mahkamah Agung RI, Doktrin atau ilmu pengetahuan.

Adanya perkembangan kewenangan baru di lingkungan Peradilan
Agama pasca satu atap (one roof system) setelah lahirnya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung'®,
tentunya membawa implikasi luas di lingkungan Peradilan Agama,
khususnya dalam menangani perkara ekonomi syariah.'"

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman'"' mengatur penyelesaian sengketa melalui
pengadilan, di mana kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa
berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada masing-masing
peradilan negara tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya (sebagai kewenangan absolut), salah

satunya adalah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.'?

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama'®, terjadi perubahan besar bagi
kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas
dengan memasukkan bidang ekonomi syariah sebagai salah satu bidang

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958

10 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), him.164

' Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076)

"2 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariab, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), hlm.134-135

'3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4611)



kompetensinya yang tercantum dalam Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
infag; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.''*

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan
usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah’” antara lain meliputi: 1)
Bank Syariah; 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; 3) Asuransi Syariah;
4) Reasuransi Syariah; 5) Reksadana Syariah; 6) Obligasi Syariah dan
Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; 7) Sekuritas Syariah; 8)
Pembiayaan Syariah; 9) Pegadaian Syariah; 10) Dana Pensiun Lembaga
Keuangan Syariah, dan 11) Bisnis Syariah''c.

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi
dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.
Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa
bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah, pihak-pihak
yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan
penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan
(litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi)''” sepanjang tidak
ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme
atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur

14 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariab,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hm.2

115 Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud
dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip
syariah

16 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), hlm.166 menurut Faturrahman Djamil, pencantuman istilah “Bisnis Syariah”
dalam penjelasan Pasal 49 angka 11 di atas tidak jelas, mungkin yang dimaksud adalah bisnis
syariah lainnya di luar sektor keuangan baik di bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi
yang perbuatan atau kegiatan usaha tersebut dilaksanakan menurut prinsip syariah

17 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.
21 Tahun 2008), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). hlm.35
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dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.'*®

Semua perkara atau sengketa ekonomi syariah di bidang perdata
adalah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama
untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas ditentukan lain oleh
undang-undang. ' Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jangkauan
kewenanagan absolut lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi
syariah tersebut adalah meliputi semua perkara atau sengketa ekonomi
syariah di bidang perdata. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar
dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syariah
bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak
boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini merupakan prinsip
fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi
syariah di pengadilan agama karena dalam menjalankan kegiatan usahanya
tidak lain berdasarkan prinsip syariah.'?

B. Kewenangan Hakim Peradilan Agama Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/
PUU-X/2012

Terhitung sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008'*' berdasarkan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

18 Muhammad Iqbal, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mabkamah Konstitusi Nomor 93/
PUU-X/2012, http://www.ptamakassarkota.go.id/artikel/ diakses pada tanggal 15 April 2018

% Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan
terhadap perkara yang diperiksa menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: Perumusan
masalah atau pokok sengketa, Pengumpulan data dalam proses pembuktian, Analisa data untuk
menemukan fakta, penemuan hukum dan penerapannya, dan pengambilan keputusan

120 Ruslaini, Juhrotul Khulwah, ljtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Dilingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017,
hlm.161

12! Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4867


http://www.ptamakassarkota.go.id/artikel/Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi.pdf

sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah diselesaikan melalui
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad.

3. DPenyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menegaskan secara
eksplisit bahwa masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah
menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.'** Selanjutnya secara
yuridis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

yang mengandung ketidakjelasan hukum.'*

Kemudian persoalan tersebut diuji materi ke Mahkamah Konstitusi
dan melahirkan putusan nomor 93/PUU-X/2012 yang diputus pada pukul
09.41 WIB tanggal 29 Agustus 2013'**, Mahkamah Konstitusi menegaskan

122 Undang-undang No. 53 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-
undangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diundangkan kembali dengan
lahirnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Bunyi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan upaya
a) musyawarah; b) mediasi perbankan; ¢) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

123

[y

d) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau; ¢) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum. Lihat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867

124 Lihat salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 olch Pemohon Dadang
Achmad selaku Direktur CV. Benua Enginering Consultant. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012
menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syari’ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Penyelesaian sengketa ckonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/
PUU-X/2012 adalah kewenangan absolut Peradilan Agama jika diselesaikan melalui jalur
litigasi dan jika diselesaikan melalui jalur nonlitigasi diantaranya melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAYS) jika didalam perjanjian disepakati klausul arbitrase syariah, yang
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bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut yang selama ini
menjadi pokok permasalahan kemunculan pilihan penyelesaian sengketa
(choice of forum) dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi
syariah khususnya pada sengketa dunia perbankan'®.

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah

Dalam perkembangannya, penyelesaian hukum dalam bidang ekonomi
syariah di antara para pelaku ekonomi syariah dan para pihak yang
terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah membutuhkan
prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sebagaimana ketentuan hukum acara yang termuat dalam Reglemen
Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement
voor de Buitengewesten (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan
antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga
penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu,
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan
atau kekosongan hukum acara perdata.

Mahkamah Agung melalui kewenangannya'?® mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

mensyaratkan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS.

1% Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syarah di Pengadilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.7

126 Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 24A ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: 1) Mabkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang; 2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; 3) Calon hakim agung diusulkan Komisi



Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang terus disosialisasikan kepada
para hakim untuk memberikan solusi dan menjawab kendala-kendala
yang menghambat bagi para hakim dari sumber daya dan aspek hukum

materil.'?’

PERMA No 14 Tahun 2016 tersebut melengkapi PERMA sebelumnya
yaitu PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yang mana Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan
dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip
syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.'”® Dalam Pasal
2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sengketa Ekonomi Syariah
disebutkan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk

129

gugatan sederhana'® atau gugatan dengan acara biasa.

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk men-dapatkan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 4) Ketua dan wakil ketua Mabkamah Agung dipilih
dari dan oleb hakim agung; 5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
127 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tabun 2006 (Sejarab,
Kedudukan, dan Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 93
128 Untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagaimana
dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah
Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, perlu
dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari’ah
Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi
syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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BAB 5

Studi Putusan Mahkamah
Agung Terkait Sengketa
Ekonomi Syariah Studi Putusan
Ma Nomor 715 K/Ag/2014 dan
Putusan Ma Nomor 624 K/
Ag/2017

A. Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata
Agama Sub Klasifikasi Perkara Ekonomi Syariah

Selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2017 terhitung ada 14
(empat belas) jenis perkara perdata agama sub klasifikasi perkara ekonomi
syariah yang masuk dan diputus dalam direktori putusan Mahkamah
Agung (MA) Republik Indonesia. Diantara putusan MA tentang perkara
ekonomi syariah tersebut, terdapat dua putusan sengketa pembiayaan
ekonomi syariah akad musyarakah'® yaitu putusan MA nomor 715 K/

130 Menurut Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000, musyarakah yaitu
pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana

67




Ag/2014 yang diputus pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan
putusan MA Nomor 624 K/Ag/2017 yang diputus pada hari Rabu tanggal
25 Oktober 2017."!

Dalam perkembangannya, perkara yang masuk dan ditangani oleh
Mahamah Agung semakin berkembang khususnya yang berkaitan dengan
perkara ekonomi syariah. Selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun
2017 terhitung ada 14 (empat belas) jenis perkara perdata agama sub
klasifikasi perkara ekonomi syariah yang masuk dan diputus dalam

132

direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 5.1 Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Mahkamah Agung

Tahun 2009 1 (satu) Perkara
Tahun 2011 1 (satu) Perkara
Tahun 2013 1 (satu) Perkara
Tahun 2014 2 (dua) Perkara
Tahun 2015 2 (dua) Perkara
Tahun 2016 5 (lima) Perkara
Tahun 2017 2 (dua) Perkara
Total 14 (empat belas) Perkara

(Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI)

Jika diuraikan lebih lanjut selama tahun 2008 sampai tahun 2017
perkara sengketa pembiyaan syariah di pengadilan agama (tingkat
pertama) yang dilanjutkan pada proses kasasi dan peninjauan kembali
adalah sebagai berikut :

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. lihat juga di Fathurrahman Djamil,
Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Kenangan Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012) hlm. 165-166
1 Direktori Putusan Mahkamah Agung https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/
mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ckonomi-syariah diakses pada tanggal 16 Juli 2018
132 Direktori Putusan Mahkamah Agung https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/

mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ckonomi-syariah diakses pada tanggal 16 April
2018
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https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah

Tabel 5.2 Uraian Perkara Ekonomi Syariah Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Tahun 2008

Sampai Tahun 2017
TA PUTU
NO | PERKARA HUN PARA PIHAK TINGKAT AKAD SAN
H. Effendi bin
Rajab, dkk; PT. Bank
Nomor Bukopin Pusat yang Peniniauan Akad
1 | 48 PK/ 2009 | pelaksanaannya Kembjali Pembiayaan | Tolak
AG/2009 dilakukan oleh PT. Murabahah
Bank Bukopin Cab.
Syariah Bukittinggi
PT. Bank Syariah
Nomor I"l\“/ijgjtl:: (I;De";je\f ;r"} Peninjauan Akad
2 |56 PK/ 2011 Atriumasta Sakti su.atu Kembjali Pembiayaan | Tolak
AG/2011 ’ Murabahah
Perseroan Terbatas
(PT), dkk
PT. Permodalan
Akad
Nomor 362 Nasional Madani . .
3 K/AG/2013 2013 (Persero) Pusat vs Kasasi Pembiayaan | Kabul
. . Murabahah
Emidawati. C
Budi Legowo, SP, dkk
Nomor 410 ;Z;iﬁ;:i?gungan Akad
4 K/Ag/2014 2014 Tbk. Kantor Cabang Kasasi Pembiayaan | Tolak
N Mudharabah
Syariah Yogyakarta,,
dkk
Hj. Saripah
Nomor 715 iiﬁ?ﬁéﬁ?j ;isnaga Akad
5 K/Ag/2014 2014 dkk dan Pimpinan Kasasi lli;mbu;yial}nl Tolak
PT. Asuransi Bangun usyaraka
Askrida Syariah
Muchammad
Wachyono, S.H., dk vs Akad
Nomor 569 PT. Bank Pembiayaan . Pembiayaan
201 K Kabul
6 K/Ag/2015 015 Rakyat Syariah (BPRS) asast Ijarah Multi abu
Buana Mitra Perwira Jasa

H. Chairul Lutfi, SH.I,




TA PUTU
NO | PERKARA HUN PARA PIHAK TINGKAT AKAD SAN
P.T. Trust Finance ﬁekrilcti)iayaan
Nomor 528 Indonesia, Tbk. Unit
7 201 ’ Kasasi M hah | Kabul
K/Ag2015 | 2 | syariah vs Hj. Euis aast urabaha abu
Komariah dengan
Wakalah
Hariyanto vs PT. Bank Akad
Nomor 213 . . .
8 K/Ag/2016 2016 | BNI Syariah Kcp Kasasi Pembiayaan NO
& Mikro Kota Jambi Murabahah
Bisri Mahdor Zaenani
Nomor 573 vs. PT. Bank Tabungan Akad
9 K/Ag/2016 2016 | Negara (Persero) Tbk. | Kasasi Pembiayaan | Tolak
& Kantor Cabang Syariah Murabahah
Cirebon
Eli Wae.na Vs PT . . Akad
10 Nomor 508 | 2016 | Bank Victoria Syariah | Kasasi Pembiavaan | Tolak
K/Ag/2016 Tbk, Kantor Cabang A
. Murabahah
Cirebon
Nomor 684 Tuan Sudiro Atmaja vs Akad
11 K/Ag/2016 2016 | PT. Bank BNI Syariah | Kasasi Pembiayaan | Tolak
& Murabahah
Agus Pujianto, S.E.bin
Lie Gwan Lay vs Akad
N 452
12 K;)z:lg);z Oi 6 2016 | Kepala Cabang PT. Kasasi Pembiayaan | Tolak
AL Jjarah Indonesia Murabahah
Finance
Hajjah Andi Syamsiar,
Nomor 179 ZKIII;i; iﬁﬁsiazﬁ? Akad
13« /Ag/2017 2017 BNI Syariah (Kantor Kasasi Pembiayaan | Kabul
Murabahah
Cabang Pembantu
Tamalanrea)
Nomor 624 Yusliana Dalimunthe, Akad
14 K/Ag/2017 2017 | dkk vs PT Bank Sumut | Kasasi Pembiayaan | Kabul
& Syariah, dkk Musyarakah

(Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI)
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B. Putusan MA tentang Pembiayaan Ekonomi
Syariah Akad Musyarakah Nomor 715 K/Ag/2014
dan Nomor 624 K/Ag/2017

Dari sekian banyak putusan hakim Mahkamah Agung tentang sengketa
ekonomi syariah di atas, terdapat dua putusan pembiyaan akad musyarakah
diputus MA ditingkat kasasi'*® yang memiliki kesamaan dalam pokok
perkara'*, yaitu putusan MA nomor 715 K/Ag/2014 dan putusan MA
nomor 624 K/Ag/2017 namun memiliki perbedaan dalam putusan majelis
kasasi MA. Hal tersebut tentu berkaitan dengan kewenangan hakim untuk
melakukan penemuan dan penafsiran hukum terhadap perkara ekonomi
syariah yang ditangani.

Penafsiran atau penemuan hukum secara umum, adalah bagian dari
keterampilan yang harus dibangun agar dapat mengarahkan seseorang
menjadi ahli hukum yang baik. Jika seseorang menjalankan keterampilan
ini dengan baik, besar potensinya ia akan menjadi ahli hukum yang baik.
Ahli hukum, khususnya hakim, tidak boleh “bermain-main” semaunya
dengan keterampilan ini. Sebab, dengan diskresi yang dimilikinya, aktivitas
penafsiran itu akan berpotensi untuk menjadi bias (vague). Setelah
berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, putusan hakim menjadi salah satu dokumen yang
terbuka untuk diakses oleh publik. Dengan demikian putusan hakim
dituntut untuk memuat pertimbangan-pertimbangan (motivering vonis)
yang makin mampu menjawab kebutuhan zamannya. Oleh karena
“putusan hakim harus dianggap benar” (res judicata pro veritate habetur),

13 Peradilan tingkat kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penctapan
pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandungkesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi
dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar
semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.
Lihat Henry P. Panggabean. Fungsi Mabkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm.82

13 Pokok perkara Pembiayaan Akad Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal
26 April 2011 yang diajukan oleh Ongku Sutan Harahap kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka wakeu selama
12 (dua belas) bulan dengan agunan



maka wajar jika klaim kebenaran seperti itu akan senantiasa dievaluasi

oleh publik, khususnya oleh kalangan komunitas hukum.'*

Dalam bidang Hukum Islam, Mahkamah Agung pernah melakukan
penemuan hukum ketika memutus pemberian wasiyat wajibah sebagai
pengganti hak waris bagi anak yang beragama Kristen. Putusan MA
tersebut merupakan upaya menegakkan keadilan yang tidak bertentangan
dengan teks Hadist yang tidak memperbolehkan ahli waris non-Muslim
menerima hak waris. Contoh lain, putusan Mahkamah Agung mengenai
kasus perceraian Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya dimana
salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak keduanya
Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya. Putusan
MA ini telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan
pertimbangan hukum pengasuhan anak yang berbeda dengan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)."*

Pada putusan MA nomor 715 K/Ag/2014 gugatan Pembiayaan
Ekonomi Syariah Akad Musyarakah yang diajukan oleh Hj. Saripah
Dalimunthe'” melawan Aminuddin Sinaga'*, Direktur Utama PT. Bank
Sumut'”, Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah'*’, Pemerintah
RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang
Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Medan, Yusliana Dalimunthe'*!, Fatma Dini Anggita
Harahap, Elza Maryna Harahap.

13 Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal
Pandecta., Volume 8. Nomor 2. Juli 2013, hlm.167-168

3¢ Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mabkamah Agung Dan Relevansinya
Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al Ahkam, Volume
24, Nomor 1, April 2014, hlm .4

137 Memberi kuasa H. Abd. Hadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,9
Nomor 198 B, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014

138 Selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidimpuan

13 Memberi kuasa kepada Syafri Chan, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor
95-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014

140 Memberi kuasa kepada: 1. Taufik Nugraha, S.H., 2. Indria G Leman, S.H., LLM., 3. Dwinanda
Ibrahim, S.H., para Advokat, berkantor di Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014

141 Selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu: 1. Elva Azerina
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Pada pokok perkara pembiayaan Akad Musyarakah Nomor 120/
KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 yang diajukan
oleh Ongku Sutan Harahap kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan dan disetujui yang diperuntukkan sebagai
penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan Musyarakah senilai
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12
(dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar
Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni
2007 atas nama Ongku Sutan Harahap.

Setelah pembiayaan diterima dan kewajiban membayar angsuran
dijalankan, Ongku Sutan Harahap menginggal dunia karena sakit di
Gunungtua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan
terhentinya/tertunggaknya pembiayaan musyarakah tidak sampai selesai
sebagaimana tertuang di surat perjanjian. Sehingga PT. Bank Sumut
Syariah Cabang Padangsidempuan memberikan surat peringatan kepada
keluarga ahli waris Ongku Sutan Harahap sampai terbit peringatan ketiga.
Namun, keluarga ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap tidak bisa
menjalankan sisa kewajiban.

Pihak keluarga Hj. Saripah Dalimunthe'*> mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama (PA) Medan dengan nomor perkara 967/Pdt.G/2012/
PA.Mdn. dan pada tanggal 18 Juni 2013 PA Medan telah menjatuhkan
putusan, dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat Hj.

143

Saripah Dalimunthe.

Harahap, 2. Ali Umar Harahap, 3. Rudy Machmud Harahap

' Ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari Almarhum Ongku Sutan Harahap

143 Pada pokok perkara gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Para Ahli Waris Almarhum
Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang Pembiayaan Musyarakah dari PT. Bank
Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sebesar Rp752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh
dua juta rupiah). Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan
diketahui oleh istrinya ( Yusliana Dalimunthe) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan/
atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua
tanggal 19 Desember 2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/
Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap, harus dikembalikan kepada
ahli waris oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.



Atas putusan perkara tersebut, PT Bank Sumut Syariah mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan dengan nomor
perkara 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Putusan dijatuhkan pada tanggal 5
Februari 2014 oleh PTA Medan yang bunyi amarnya membatalkan putusan
PA Medan yaitu Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni
2013. Kemudian proses perkara dilanjutkan permohonan Kasasi pada MA
sehingga dijatuhkan putusan nomor 715 K/Ag/2014 tanggal 30 Desember
2014 yang bunyi amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon

144

Kasasi Hj. Saripah Dalimunthe'*.

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Ag/2017
gugatan Pembiayaan Ekonomi Syariah Akad Musyarakah dengan pokok
perkara pembiayaan Akad Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/
MSY/2011 tertanggal 26 April 2011. Para pihak yaitu Penggugat Yusliana
Dalimunthe'”, Fatma Dini Anggita Harahap, Elza Maryna Harahap
melawan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan'*, PT. Bank
Sumut'¥ dan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah."® Proses hukum
yang terjadi yaitu, PA Medan telah menjatuhkan putusan nomor 944/
Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya mengabulkan
gugatan penggugat yang pada pokok perkaranya mengabulkan gugatan
penggugat-penggugat sebagian. Membatalkan Akad Pembiayaan

14 Secara formal gugatan Pemohon Kasasi obscuur libel, (surat gugatan penggugat tidak jelas) karena
antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, hal tersebut dapat dilihat
dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak menuntut kepada pihak siapa yang
harus mengembalikan modal pembiayaan mzusyarakah. seharusnya yang digugat dalam perkaraa
guo adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga selaku
pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Selain itu
alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang
berlaku.

1% Isti dan sekaligus ahli waris yang sah dari Almarhum Ongku Sutan Harahap

"¢ Diiwakili oleh Aminuddin Sinaga sebagai Pimpinan Cabang

147 Memberi kuasa kepada Syapri Chan, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor dahulu di Jalan Denai
Nomor 95 A, Kota Medan, sekarang di Jalan Beringin Pasar V Nomor 16, Tembung (20371),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017

148 Diwakili oleh Direktur Utama
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Musyarakah Nomor 120/KCSY02- APP/MSY/1211 tanggal 26 April
2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut
Syariah Cabang Padangsidempuan (Aminuddin Sinaga) dan Ongku
Sutan Harahap serta Yusliana Dalimunthe. Membebaskan Penggugat-
Penggugat dari kewajiban untuk membayar atau melunasi segala kewajiban
almarhum Ongku Sutan Harahap kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Sidempuan (Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor
120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011 dan memerintahkan
kepada pihak Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan untuk
mengembalikan agunan kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat
Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas
nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar
Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap.

Kemudian Putusan PA Medan nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
tersebut telah dibatalkan oleh PTA Medan dengan putusan nomor 68/
Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016. Proses berlanjut pada
permohonan kasasi di MA dan diputus dengan putusan nomor 624 K/
Ag/2017 yang bunyi amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari para
pemohon kasasi, yaitu: 1. Yusliana Dalimunthe, mewakili anak-anak yang
dibawah umur yaitu Ali Umar Harahap dan Rudy Machmud Harahap, 2.
Fatma Dini Anggita Harahap, 3. Elza Maryna Harahap, 4. Elva Azerina
Harahap, dan membatalkan Putusan PTA Medan nomor 68/Pdt.G/2016/
PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016.

Pada kedua putusan tersebut, anehnya adalah putusan MA nomor
715 K/Ag/2014 dan putusan MA nomor 624 K/Ag/2017 memiliki pokok
perkara yang sama yaitu pembiayaan akad musyarakah nomor 120/
KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011. Namun, memiliki
putusan yang berbeda, dimana pada proses putusan akhir (kasasi) dari
putusan Nomor 715 K/Ag/2014 ditolak oleh Majelis Kasasi MA sedangkan
Putusan Nomor 624 K/Ag/2017 amar diterima oleh Majelis Kasasi MA.

Pada akad pembiayaan musyarakah semestinya keuntungan dibagi
hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan



usaha.'”” Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai
batas modal masing-masing. Namun pada putusan MA pada tingkat
kasasi nomor 715 K/Ag/2014, menggambarkan bahwa putusan tersebut
jauh daripada substansi akad pembiayaan musyarakah, yang mana ada
pihak yang dirugikan oleh putusan ini yaitu pihak nasabah. Karena tidak
adanya porsi yang seimbang sebagaimana disyaratkan yakni kerugian
ditanggung secara proporsional antara Almarhum Ongku Sutan Harahap

150

dan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

Sebaliknya pada putusan nomor 624 K/Ag/2017 yang diajukan
setelahnya, mendapatkan hasil putusan yang sesuai dengan prinsip dan
substansi akad pembiayaan musyarakah, yang mana akibat kerugian
yang dialami karena meninggalnya salah satu pihak yaitu Almarhum
Ongku Sutan Harahap, keluarga ahli waris dan PT. Bank Sumut Syariah
Cabang Padangsidempuan menanggung kerugian yang dialami secara
proporsional sebagaimana prinsip dari pembiayaan akad musyarakah.

Kerugian dari pembiayaan akad musyarakah antara Ongku Sutan
Harahap dengan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan
sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)
ditanggung secara proporsional yaitu : Ahli waris Ongku Sutan Harahap
membayar sejumlah 53,22% x Rp752.000.000,00 = Rp400.214.400,00
(empat ratus juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) sedangkan
PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan menanggung kerugian
sejumlah 46,78% x Rp752.000.000,00 = Rp351.785.800,00 (tiga ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan berkewajiban untuk
mengembalikan sisa hasil lelang dari objek hak tanggungan kepada para
ahli waris setelah dikeluarkan segala biaya dan kewajiban para ahli waris
sebagaimana hitungan di atas.

19 lihat Pasal 19 Ayat (1) huruf c Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

15 Bank dan nasabah harus menanggungkerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-
masing, lihat Andri Soemitra, Bank Syariah dan Kenangan Syariah, Cetakan Ke-5, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2015), hlm. 84
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Vonis pengadilan juga menjadi bahan yang sangat penting dalam
studi dokumen. Metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus
persidangan berdasarkan teks putusan hakim. Penelitian dilakukan
dengan mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya,
di dalamnya terdapat proses pembelajaran. Caranya adalah dengan
mengkonstruksi suatu kasus, mengidenfitikasi para pihak, duduk perkara,
argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya.'

Begitu juga dengan kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan
sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah
putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim
dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai
berikut: pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan;
2) pertimbangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan; 3) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.'*

Jika dikaitkan, dua putusan tingkat kasasi (judex juris) tersebut
termasuk pada penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepsikan

sebagai putusan hakim in concreto’

inilah hukum yang dikenal sebagai
pembentukan hukum oleh hakim (judge-made law), yang sekalipun
semua dimaksudnya hanya memutus perkara yang tengah menjadi kasus,
akan tetapi karena adanya doktrin stare decisis™ berikut asas precedence-

155

nya maka berlaku juga in abstracto'” (yang di berlakukan di negara

dengan sistem common law). Dimana hakim menurut doktrinnya tidak

151 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 309

152 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018) hlm. 109-110

15 Peraturan hukum yangberlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan
terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat, lihat Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.),
Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refeleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2011), hlm. 129

15 Bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang
pernah diputus di masa lalu

15 Semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap
sesuatu kasus oleh pengadilan



hanya menemukan hukum namun juga menciptakan hukum untuk

menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto.”*

C. Pertimbangan Hukum Maijelis Hakim Dalam
Putusan Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah
Nomor 715 K/Ag/2014

1. Para Pihak

Para pihak yang bersengketa pada perkara adalah: Hj. Saripah
Dalimunthe (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) merupakan
ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari Ongku Sutan
Harahap sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris
Nomor 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh Lurah Pasar
Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta tanggal 30
Desember 2011. Hj. Saripah Dalimunthe memberi kuasa kepada
H. Abd. Hadi, S.H., Advokat'”” untuk menjalani proses hukum di
Pengadilan. Selanjutnya Aminuddin Sinaga (Tergugat I/Pembanding/
Termohon Kasasi) sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah
Cabang Padangsidimpuan. Direktur Utama PT. Bank Sumut (Tergugat
II/Pembanding/Termohon Kasasi) memberi kuasa kepada Syafri
Chan, S.H., M.Hum., Advokat'*®. Pimpinan PT. Asuransi Bangun
Askrida Syariah (Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi)
memberi kuasa kepada: 1. Taufik Nugraha, S.H., 2. Indria G Leman,
S.H.,LLM,, 3. Dwinanda Ibrahim, S.H., Para Advokat'*’. Pemerintah
RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Piutang dan
Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (Tergugat IV/Pembanding/
Termohon Kasasi). Yusliana Dalimunthe (Turut Tergugat I/Turut
Terbanding) merupakan Istri Ongku Sutan Harahap yang sekaligus

156 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refeleksi (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 129

157 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014

158 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014,

13 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014
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mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu Elva Azerina
Harahap, Ali Umar Harahap, Rudy Machmud Harahap serta anak-
anaknya yang sudah cukup umur Fatma Dini Anggita Harahap (Turut
Tergugat II/Turut Terbanding) dan Elza Maryna Harahap (Turut
Tergugat III/Turut Terbanding).

Kasus Posisi dan Fakta Hukum

Pada Putusan Hakim MA terkait sengketa ekonomi syariah, yaitu
putusan Nomor 715 K/Ag/2014 berkaitan dengan pokok perkara
Pembiayaan akad musyarakah nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011
tanggal 26 April 2011 yang diajukan oleh Ongku Sutan Harahap atas
persetujuan istrinya Hj. Saripah Dalimunthe dan anak kandungnya
Yusliana Dalimunthe kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan
berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal
19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat
Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007 atas
nama Ongku Sutan Harahap. Hj. Saripah Dalimunthe selaku istri dan
Yusliana Dalimunthe sebagai anak Ongku Sutan Harahap membuat
surat pernyataan kesanggupan membayar dan akan bertanggung
jawab atas pembiayaan akad musyarakah jika terjadi hal di luar dugaan
nantinya. Hal tersebut dilakukan sebelum pencairan pembiayaan akad
musyarakah oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap
menginggal dunia karena sakit di Gunungtua sehingga menyebabkan
tehentinya/tertunggaknya angsuran pembiayaan musyarakah. Oleh
karena itu, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan
memberi surat peringatan pertama pada tanggal 03 Februari 2012,
surat peringatan kedua pada tanggal 27 Maret 2012 dan ketiga
(terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada surat tersebut pada
pokoknya menegaskan tunggakkan pembiayaan alm. Ongku Sutan
Harahap pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan



sebesar RP752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
namun ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap belum bisa
menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang kali telah
disurati oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan memberikan
kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat
tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut
belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah di serahkan
kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan akan
segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) Medan.

Yusliana Dalimunthe sebagai ahli waris telah berulang kali
menyampaikan surat keberatan kepada PT. Bank Sumut Syariah
Cabang Padangsidempuan. Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2011,
tanggal 05 November 2011 dan tanggal 24 November 2011 yang
pada pokoknya meminta agar beban sisa tunggakan pembiayaan
musyarakah atas nama suaminya yaitu Ongku Sutan Harahap menjadi
tanggungan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan
sehingga tidak membebani ahli waris termasuk ibu almarhum
yakni Hj. Saripah Dalimunthe. Dikarenakan penyebab tanggungan
atau outstanding tersebut bukan disebabkan lalainya ahli waris
dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah
meninggalnya Ongku Sutan Harahap.

Sehingga oleh Hj. Saripah Dalimunthe mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama Medan dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal
18 dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/
MSY/2011 menyebutkan bahwa“Bila terjadi sengketa perselisihan
maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan
Agama di Medan”

Amar Putusan Hakim

Gugatan Hj. Saripah Dalimunthe ke Pengadilan Agama Medan
diputus dengan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal
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18 Juni 2013 M. dengan amarnya mengabulkan gugatan penggugat.
Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:
o Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:
o Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk
seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli
Waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban
utang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar
Rp752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku
Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat 1/
Yusliana Dalimunthe) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum
dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua
tanggal 19 Desember 2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat
Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007
an. Ongku Sutan Harahap, harus dikembalikan kepada yang
mustatahak/Penggugat;

5.  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada
Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada
Penggugat/Ahli Waris Alm. Ongku Sutan Harahap sebagaimana
yang tercantum dalam amar angka 4 a quo;



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta
delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

8. Perkara dilanjutkan ke proses banding yang diajukan oleh PT.
Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan kepada Pengadilan
Tinggi Agama Medan dengan mendapatkan putusan Nomor 124/
Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 5 Februari 2014 yang amarnya
membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan yaitu Putusan
Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. Dengan
amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

o Menerima permohonan banding Pembanding;

o Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/
2012/ PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 9 Syakban
1434 H. yang dimohonkan banding, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:
o Menolak permohonan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi:
o Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);

o Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus
empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian proses upaya hukum dilanjutkan oleh Hj. Saripah
Dalimunthe dengan mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah
Agung sehingga dijatuhkan putusan Nomor 715 K/Ag/2014 tanggal 30
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Desember 2014 yang bunyi amarnya menolak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi Hj. Saripah Dalimunthe yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Saripah
Dalimunthe, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

1. Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat obscuur
libel, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak
saling mendukung, hal tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan
Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak menuntut kepada pihak siapa
yang harus mengembalikan modal pembiayaan musyarakah dalam
perkara a quo;

Bahwa disisi lain seharusnya yang digugat dalam perkara a quo
adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan
Aminudin Sinaga selaku pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank
Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan

Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada



kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi Hj. Saripah Dalimunthe tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak,
maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam
Putusan Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah
Nomor 624 K/Ag/2017

1. Para Pihak
Para pihak yang bersengketa pada perkara adalah:Yusliana

160

Dalimunthe'® (Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Penggugat I) Atma

1 Merupakan Istri sah Ongku Sutan Harahap bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili
anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu: Ali Umar Harahap, umur 17 tahun; Rudy
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Dini Anggita Harahap (Pemohon Kasasi/Terbanding II/ Penggugat IT)
Elza Maryna Harahap (Pemohon Kasasi/Terbanding III/ Penggugat
III); Elva Azerina Harahap (Pemohon Kasasi/Terbanding IV/
Penggugat IV)'®!, memberi kuasa kepada Ahmad Dahlan Hasibuan,
S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat,'**PT. Bank Sumut Syariah
Cabang Padangsidimpuan dalam hal ini diwakili oleh Aminuddin
Sinaga sebagai Pimpinan Cabang (Termohon Kasasi/Pembanding
I/Tergugat I), PT Bank Sumut (Termohon Kasasi/Pembanding II/
Tergugat II), dalam hal ini memberi kuasa kepada Syapri Chan, S.H.,
M.Hum., Advokat,'®® PT Asuransi Bangun Askrida Syariah dalam
hal ini diwakili oleh Direktur Utama (Turut Termohon Kasasi/ Turut
Terbanding/Tergugat III).

2. Kasus Posisi dan Fakta Hukum
Ongku Sutan Harahap sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap PT
Bank Sumut yang dalam pelaksanaannya di lakukan melalui PT. Bank
Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Pada tanggal 26 April
2011 Ongku Sutan Harahap mengajukan pembiayaan musarakah
akad pembiyaan musyarakah nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011'¢*
yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang
Syariah Padangsidimpuan untuk penambahan modal kerja, senilai
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu
selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik
Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19 Desember 2008 an. Ongku
Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua
tanggal 07 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap. '®® Pada hari Rabu

Machmud Harahap, umur 15 tahun
'l Penggugat I1, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari almarhum Ongku
Sutan Harahap
12 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016
16 Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Januari 2017
lo Juga disertai Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011
yang dibuat dan ditandatangani oleh Ongku Sutan Harahap dengan istrinya Yusliana Dalimunthe
beserta anak-anaknya Fatma Dini Anggita Harahap dan Elza Maryna Harahap
' Dengan tambahan biaya-biaya lain meliputi, administrasi senilai Rp 8.750.000,00 notaris Rp



tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap menginggal dunia karena
sakit di Gunungtua sehingga menyebabkan tehentinya/tertunggaknya
angsuran pembiayaan musyarakah.

Yusliana Dalimunthe bersama anak-anaknya sebagai ahli waris
sangat keberatan dengan disampaikannya Surat Peringatan III
(terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada
Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada Surat
Peringatan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menegaskan
tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada
Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh dua juta rupiah) dan karena ahli waris almarhum Ongku
Sutan Harahap belum menunjukkan iktikad baik serta keseriusan
untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang
telah disurati oleh Tergugat I dan Tergugat IT maka berkenaan
dengan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan
kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat
tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut
belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan
kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Surat Pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan
Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap bersama isterinya dan
Yusliana Dalimunthe tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya

<

juga menyatakan “.. apabila dikemudian hari pada saat asuransi
jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan
mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak
bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggqung
jawab ahli waris saya sehingga selesai”, Yusliana Dalimunthe keberatan

atas surat pernyataan tersebut sebab fakta ini demi hukum sangatlah

1.500.000,00, asuransi jiwa Rp 2.170.000,00 asuransi kebakaran Rp 1.189.408,00 schingga
total biaya Rp13.609.408,00
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bertentangan dengan klausula yang telah diuraikan pada akad
pembiayaan Musyarakah.

3. Amar Putusan Hakim
Oleh sebab itu, Yusliana Dalimunthe bersama dengan anak-anaknya
melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan. Pengadilan
Agama Medan telah menjatuhkan putusan nomor 944/Pdt.G/2015/
PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1
Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI
Dalam Eksepsi

«  Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;

2. Membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-
APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, yang ditandatangani
oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan (Aminuddin Sinaga) dan Ongku Sutan Harahap
serta Yusliana Dalimunthe;

3. Membebaskan Penggugat-Penggugat dari kewajiban untuk
membayar atau melunasi segala kewajiban almarhum Ongku Sutan
Harahap kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sidempuan
(Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/
KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011;

4. Memerintahkan kepada pihak Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan (Tergugat I) untuk mengembalikan agunan
kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor
457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku
Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung
Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;

5.  Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara

7. secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam
ratus empat puluh satu ribu rupiah).

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan atas putusan Pengadilan
Agama yang sudah diputus. Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus
dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah, yang bunyi
amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/
Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

o Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan
Tergugat II/ Pembanding II;

o Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/
2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi
o Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat
puluh satu ribu rupiah);

o Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya
pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).
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Kemudian proses upaya hukum dilanjutkan oleh Yusliana Dalimunthe
dkk. dengan mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung
sehingga dijatuhkan putusan Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober
2017 yang amarnya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Yusliana Dalimunthe dkk. Amar tersebut berbunyi:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. Yusliana Dalimunthe, (1.1. Ali Umar Harahap, 1.2. Rudy Machmud
Harahap),

2. Fatma Dini Anggita Harahap, 3. Elza maryna harahap, 4. Elva
Azerina Harahap, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/
Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:
o Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menetapkan kerugian dari akad Musyarakah antara Ongku Sutan
Harahap dengan Tergugat I sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum Para Penggugat menanggung kerugian dan membayar
kepada Tergugat I sejumlah 53,22% x Rp752.000.000,00 =



Rp400.214.400,00 (empat ratus juta dua ratus empat belas ribu
empat ratus rupiah);

Menghukum Tergugat I menanggung kerugian sejumlah 46,78% x
Rp752.000.000,00 = Rp351.785.800,00 (tiga ratus lima puluh satu
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa hasil lelang dari
objek hak tanggungan kepada Para Penggugat setelah dikeluarkan
segala biaya dan kewajiban Para Penggugat pada angka 4 (empat)
di atas;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi

ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut
dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon
Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan Surat Pernyataan
Penggugat I sebagai alasan pencairan pembiayaan Musyarakah
sebelum polis asuransi diterbitkan, merupakan indikasi (garinah)
adanya kekurang hati- hatian Penggugat I. Sebelum terbit polis
asuransi seharusnya Penggugat I tidak menerbitkan akad musyarokah.
Meskipun akad sah tanpa polis, karena asuransi tidak merupakan
syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Akan
tetapi, polis sangat penting dan urgen untuk menjamin keamanan
pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang
hari. Selain itu,tindakan tersebut tidak sesuai dengan ruh ekonomi
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Islam serta melanggar asas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Oleh
karena itu, pihak bank harus mengetahui akibat yang ditimbulkannya.
Sebab faktanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan
keresahan. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan kelalaian
dengan membiarkan Ongku Sutan Harahap sebagai konsumen
tidak mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung olehnya dan
ahli warisnya apabila terjadi resiko kematian di belakang hari,
sebagaimana maksud Pasal 21 huruf (e) dan (j) Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pihak bank telah
mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle),
halmana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam
penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat
harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-
hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank
selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan
mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang
berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2
dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad
Musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut
dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I jika polis asuransi
belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi
tanggung jawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua
merupakan resiko usaha seperti tersebut pada Pasal 6, terlebih pihak
pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit polis
asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh



resiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan akad Musyarakah,
maka resiko harus ditanggung secara proporsional antara Penggugat
(sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (pihak pertama).

Menimbang, bahwa adanya akad musyarakah antara Ongku
Sutan Harahap dengan Tergugat I telah menimbulkan risiko kerugian
karena dengan tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk
mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima
oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan
yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran
sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)
ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan
dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan
yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/
MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidak
hati-hatian pihak bank dan karena akadnya adalah akad Musyarakah
maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang
berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka
kerugian harus dibagi secara proporsional sehingga uang modal
sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)
harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma
dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh
enam koma tujuh puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2)
Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011
tanggal 26 April.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan
tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Para
Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para
Pemohon Kasasi: Yusliana Dalimunthe dan kawan-kawan dan
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor
68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan
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Pengadilan Agama Medan Nomor 944/ Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal
10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437
Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan
amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di
pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

E. Komparasi Putusan MA Nomor 715 K/Ag/2014 dan
Nomor 624 K/Ag/2017

Putusan MA Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017 terdapat
persamaan dan perbedaan terkait dengan substansi pokok perkara maupun
putusan Majelis Hakim kasasi. Jika dikomparasikan, keduanya memiliki
kesamaan pada pokok perkara yakni pembiayaan akad musyarakah. '
Kemudian pada kedua putusan tersebut, sama-sama diajukan oleh para

1% Dalam hukum Islam terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi tujuannya, yaitu : pertama,
akad tabarru’ yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan membantu pihak lain. Dalam Islam
dikenal institusi keuangan bernama bait al-mal, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat
sosial. Pengumpulan dananya dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf; penyaluran
dananya antara lain menggunakan akad gard. Kedua, akad mumwadhat, yaitu akad yang dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, dikenal insitusi keuangan yang
bernama bait al-tamwil, yaitu sekror institusi keuangan yang bersifat bisnis (dilakukan dalam
rangka memperoleh keuntungan), seperti akad bai; jjarab, syirkah dll. lihat Jaih Mubarok dan
Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muzmalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 51



penggugat yang semuanya adalah merupakan ahli waris dari almarhum
Ongku Sutan Harahap.

Putusan MA nomor 715 K/Ag/2014 tidak dapat diterima dikarenakan
gugatan cacat formal karena dianggap tidak jelas (obscure libel) dan error
in persona seharusnya yang digugat dalam perkara a quo adalah PT.
Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga
selaku pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan. Sedangkan putusan MA nomor 624 K/Ag/2017 Majelis
Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi. Bahkan majelis tidak
mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi dan langsung melakukan
koreksi bahwa pengadilan tingkat pertama (judex facti) telah salah
menerapkan hukum.

Dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) hurufa jo. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal
44 ayat (1) MA jo. Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.4 Tahun
2004 jo. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan
Pasal 30 ayat (1) UU MA, dapat ditarik pengertian yuridis dan teknis :

1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa dan
memutus permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap
putusan atau penetapan pengadilan tingkat terakhir dari semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

2. Dalam pemeriksaan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi,
Mahkamah Agung melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan
peradilan bawahan (the correct errors by inferior cort or trial court)
baik mengenai kesalahan proses, fakta, dan penerapan hukum
dengan cara membatalkan (annulment), mengubah keputusa/
penetapan (reverseal) atau mengulangi pemeriksaan perkara
(review) itu sehingga putusan/penetapan peradilan bawahan itu
tidak mengandung kesewenangan (arbitrary).'?’

17 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cetke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm.93
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Tabel 5.3 Uraian Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/
Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017

NO | PERKARA | TAHUN | PARA PIHAK 221(} AKAD PUTUSAN

Hj. Saripah
Dalimunthe
Melawan :
Aminuddin Sinaga, Pembiayaan
1 g;):;(/); g 1145 2014 | Pimpinan Cabang Kasasi | Akad Tolak
PT. Bank Sumut Musyarakah
Syariah Cabang
Padangsidimpuan,

dkk.

Yusliana
Dalimunthe, dkk.
Melawan : Pembiayaan
2 EZS;; 06 12;1 2017 | PT. Bank Sumut Kasasi | Akad Kabul
Syariah Cabang Musyarakah
Padangsidempuan,
dkk.

Tabel 5.4 Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 715
K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017

PENGADILAN
Judex Facti Judex Juris
PARA PIHAK ; P
i Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung
Medan Agama Medan (Kasast)
(Banding)
Hj. Saripah Putusan Nomor
Dalimunthe Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/ | Putusan Nomor
Melawan : 967/Pdt.G/2012/ | PTA. Mdn tanggal | 715 K/Ag/2014
Aminuddin Sinaga, PA. Mdn. tanggal | 5 Februari 2014 tanggal 30 Desember
Pimpinan Cabang 18 Juni 2013 M (membatalkan 2014 (Menolak
PT. Bank Sumut (Mengabulkan putusan Permohonan
Syariah Cabang gugatan Penggugat) | Pengadilan Kasasi Hj. Saripah
Padangsidimpuan, Pengadilan Agama | Dalimunthe)
dkk. Medan)




PENGADILAN
Judex Facti Judex Juris
PARA PIHAK PR
Pengadilan Agama Pilg::;ia;z(gigl Mahkamah Agung
Medan 8 . (Kasasi)
(Banding)
Putusan Nomor
Yusliana Dalimunthe, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/ Putusan Mahkamah
dkk. PTA. Mdn. Agung Nomor
944/Pdt.G/2015/
Melawan : PA. Mdn. taneeal tanggal 5 624 K/Ag/2017
PT. Bank Sumut 10 iV[aret. 20 lig Oktober 2016 tanggal 25 Oktober
Syariah Cabang (Mengabulkan (membatalkan 2017 (Mengabulkan
Padangsidempuan, 3 atfm engaugat) putusan permohonan kasasi
dkk. gugatan penggug: Pengadilan dari Para Pemohon
Pengadilan Agama | Kasasi)
Medan)

F. Analisis Putusan MA Nomor 715 K/Ag/2014

Penemuan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah menjadi sangat penting di tengah-tengah berkembangnya dan
begitu dinamisnya bisnis keuangan dan ekonomi syariah dengan segala
variasinya pula, seiring dengan itu maka sering kali aturan yang ada selalu

tertinggal jauh dari realitas perkembangan itu sendiri.'s®

Menurut majelis hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor
715 K/Ag/2014 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan
tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan secara formal
gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat obscuur libel, karena antara posita
gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, hal tersebut
dapat dilihat dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang
tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal
pembiayaan musyarakah dalam perkara a quo.

Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan yang salah dan
bertentangan dengan hukum, tidak layak untuk ditegakkan dan

18 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.65
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dilaksanakan (eksekusi). Oleh karena itu, putusan tersebut beralasan untuk
dibatalkan dengan cara dikoreksi atau diluruskan oleh peradilan yang lebih
tinggi pada peradilan tingkat kasasi. Juga sebaliknya, peradilan tingkat
kasasi juga mengabulkan permohonan kasasi sehingga bisa menguatkan
putusan pada tingkat pertama (judec facti).'®

Putusan akhir yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat
kasasi:

1. Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaren, to declare inadmissible), yaitu apabila
permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan
undang-undang;

2. Menolak Permohonan kasasi, dijelaskan sebagai berikut :

a. Permohonan kasasi memenuhi syarat formal, tetapi keberatan
kasasi tidak memenubhi kriteria, 2) keberatan kasasi yang diajukan,
tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, 3) penolakan kasasi
dengan perbaikan putusan judec facti;

b. Mengabulkan permohonan kasasi;

c. Dalam mengadili sendiri, Mahkamah Agung menggunakan
hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat
pertama;

d. Pengabulan kasasi, apabila alasan atau keberatan kasasi yang

diajukan memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU MA;

e. Menerbitkan putusan akhir, dan memerintahkan peradilan
tingkat banding atau tingkat pertama dan memutus pokok

perkara.'”

Sebagaimana kaidah-kaidah hukum tentang akad musyarakah :'”*

' Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him.97

17 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm.100-109
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1. Pihak yang tidak termasuk dalam perjanjian akad musyarakah tidak
mempunyai legal standing atau kapasitas sebagai Penggugat dalam
sengketa akad musyarakah. Oleh karena itu, gugatan dianggap
mengandung cacat fotmal yaitu diskualifikasi in person.

2. Dalam gugatan sengketa akad musyarakah yang tidak disertai
dengan tuntutan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan
modal dan bagi hasil yang disepakati, gugatan tersebut dinyatakan
tidak jelas dan mengakibatkan gugatan tidak diterima.

3. Gugatan perdata terhadap pribadi sebagai person tidak dapat
dibenarkan jika pribadi tersebut dalam melakukan akad syariah
bertindak sebagai pengurus Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang
dipimpinnya.

Akad musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan
porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi

dana masing-masing.'”>

Keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di
awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara
proporsional sampai batas modal masing-masing. Mekanisme akad
pembiayaan musyarakah diatur dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/
IV/2000'”

Pembiayaan Akad Musyarakah diterapkan melalui mekanisme
pembagian keuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para
pihak (mitra/syarik) melalui metode profit maupun revenue sharing.
Porsi pembiayaan dengan akad Musyarakah saat ini hanya berkontribusi
sebesar 22% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia
sementara Murabahah sekitar 60%. Konsep profit loss sharing dalam akad

Pertama, ( Jakarta: Prenamedia Group), 2018, hlm.250

172 Pasal 19 Ayat (1) huruf ¢ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

173 Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000
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Musyarakah merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas
perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung renteng
atas keuntungan dan kerugian yang dialami antara Bank dan Nasabah
menjadi kriteria khusus yang dapat menarik jumlah Nasabah lebih banyak
jika bank mampu mengelola risiko dengan baik. Akad musyarakah
dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk
pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan

modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi.'”

Dalam proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat
penegak hukum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, akan selalu dihadapkan
pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya
kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu,ia
memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat. Dalam memutus
suatu perkara suatu masalah yang selalu dihadapi oleh Hakim adalah kerap
kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk
menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi
hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara
langsung maka disinilah terjadi proses penemuan hukum oleh hakim

175

dalam meyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Dalam Putusan Nomor 715 K/Ag/2014, ternyata dalam akad
pembiayaan musyarakah tersebut diperjanjikan mengenai kewajiban
pihak almarhum (dalam hal ini ahli waris) untuk mengembalikan modal
termasuk mengenai bagi hasil kedua belah pihak, namun ternyata
dalam petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan adanya
tuntutan mengenai siapa yang mengembalikan modal dan bagi hasil
yang telah disepakati. Pertimbangan putusan hakim tingkat banding

174 Qtoritas Jasa Keuangan (O)K), Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah
Mutanagishah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016), hlm.14

175 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.65
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yang mengabulkan eksepsi dari para tergugat dan telah dikuatkan oleh
Majelis Hakum Kasasi menegaskan bahwa ketiadaan tuntutan mengenai
siapa yang harus mengembalikan dana/modal yang diperjanjikan dalam
pembiayaan akad musyarakah dalam petitum gugatannya adalah masuk
dalam ranah formal gugatan. Posita gugatan penggugat dinyatakan tidak
saling mendukung dengan petitum gugatannya sehingga mengakibatkan
gugatan tersebut menjadi cacat formal karena dianggap tidak jelas (obscure

libel).'”®

Disisi lain pertimbangan error in persona, seharusnya yang
digugat dalam perkara a quo adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga selaku pribadi dan pimpinan
cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Sebagaimana
diketahui bahwa subjek hukum terdari dari dua macam yaitu: subjek
hukum berupa manusia pribadi (naturrlijke person) dan berupa badan
hukum (rechtpersoon). PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan
dalam hal ini masuk subjek hukum berupa badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas (PT) dan tunduk terhadap Undang-Undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.'”” Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi Hj. Saripah Dalimunthe ditolak.'”®

Berdasarkan hasil pengalaman dan pengamatan, putusan kasasi
yang paling dominan adalah menolak permohonan kasasi. Berkisar
sekitar 80 % (delapan puluh) persen. Sebesar 5 (lima) persen tidak dapat
diterima karena permohonan mengandung cacat formal. Sedangkan
selebihnya sebesar 15 (lima belas) persen mengabulkan permohonan

76 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.255

177 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

78 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.255-256
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kasasi. Sehingga terkesan judi dan permainan untung-untungan (gambling
and a game of chance) serta kelucuan (eratic), bisa terjadi dalam peradilan
kasasi. Gugatan yang terang dasar hukumnya, kemungkinan akan ditolak
meskipun didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan fakta-fakta yang
tidak dapat diingkari. Sebaliknya, terkadang dasar hukum dan fakta-fakta
pendukungnya tidak memenuhi batas minimal pembuktian, bisa lolos dan

melenggang mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi.'”

G. Analisis Putusan MA Nomor 624 K/Ag/2017

Akad pembiayaan musyarakah nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011
ternyata menimbulkan resiko kerugian karena dengan tidak adanya
asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad
musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal
dunia, padahal akad harus dibuat harus saling beritikad baik untuk saling
menguntungkan.'® Hal tersebut adalah perbuatan yang dapat merugikan
ahli waris yang seharusnya pembayaran sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi
karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih
dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad

17 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum
dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), hlm.104

18 Secara umum, dalam membuat akad pihak bank harus memperhatikan ketentuan tentang asas-
asas akad sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21
huruf (¢ ) dan (j): Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan
para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak; Itidak baik;
akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan
perbuatan buruk lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam hukum perikatan terdapat
enam asas, yaitu : 1) asas konsensualisme berakar pada kesepakatan (consensus),2) asas kebebasan
berkontrak, 3) asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), 4) asas iktikad baik (bonafides, bahasa
romawi), 5) asas kepribadian (personalitas), 6) asas obligator. Daeng Naja, Contract Drafing: Seri
Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Bandung: PT Citra Aditya Bakei, 2006), hlm. 7-15
Muhammad menjelaskan bahwa asas hukum kontrak terdiri dari, a) asas kebebasan berkontrak;
b) asas pelengkap; c) asas konsensual; d) asas abligator, lihat Abdul Kadir Muhammad, Hukum
Perdata Indonesia (Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 225-226 dalam Jaih Mubarok
dan Hasanuddin, Cetakan Pertama, Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 46-48
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Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang
diakibatkan ketidak hati-hatian pihak bank dan karena akadnya adalah
akad musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh

181

pihak yang berakad.

Kewenangan melakukan penemuan hukum majelis hakim kasasi
bersumber dari peraturan-peraturan untuk menempuh cara yang bijaksana
dalam menjalankan tugasnya, dengan lebih mengutamakan idea moral
daripada legal formal. Dengan demikian, bahwa hakim Mahkamah Agung
dalam melaksanakan kewenangannya bersifat bebas untuk mengambil
keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tidak didasarkan
pada lahiriah dari peraturan undang-undang yang berlaku tetapi atas
dasar kebijaksanaan dan keadilan.'*

Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan
hukum adalah: ' 1) mewujudkan keadilan, 2) mendatangkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, 3) menetapkan hukum yang
berpadanan dengan kadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam
keadaan normal diperbolehkan dalam keadaan darurat, 4) pembalasan
harus sesuai dengan dosa yang dilakukan, 5) tiap-tiap manusia memikul
dosanya sendiri. Dalam kaitan dengan keadilan, putusan hakim harus
mewujudkan keadilan dari kedua belah pihak yang bersengketa. **

181 Kerugian harus dibagi secara proporsional schingga uang modal sejumlah Rp752.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh
tiga koma dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh
puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/
KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang juga sesuai dengan prinsip pembiayaan
akad musyarakah yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut.

182 Achmad Arief Budiman, Penermuan Hukum Dalam Putusan Mabkamah Agung Dan Relevansinya
Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al Ahkam, Volume
24, Nomor 1, April 2014, hlm.4

'8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakta Kagungan Syariat Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 25-
26 dalam Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Cetakan
Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 56

18 Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan
korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset
lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara
merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang
proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip
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Sebagaimana disebutkan dalam kaidah-kaidah hukum tentang akad
musyarakah adalah sebagai berikut: 1) resiko yang ditimbulkan dari akad
musyarakah di kemudian hari yang bukan karena kelalaian pihak, maka
kerugian tersebut harus ditanggung secara proporsional antara pihak
nasabah dan pihak bank. 2) Kelalaian pihak kreditur yang mencairkan
dana pinjaman tanpa diproteksi terlebih dahulu oleh asuransi sesuai bunyi
akad, maka tindakan tersebut adalah tindakan ketidak hati-hatian pihak
bank, bukan merupakan kelalaian pihak debitur.'®

Berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim,
terdapat adagium yang dijadikan legitimasi bahwa hakim Mahkamah
Agung dalam hal ini dianalogikan sebagai pemegang otoritas publik
dapat menetapkan aturan sepanjang membawa kemaslahatan “tasarruf
al-imam ala "l-ra’iyyah maniitun bi ’l-maslahah”. Dalam Hukum Islam,
kemaslahatan merupakan substansi utama dari proses legislasi. Sebab,
tujuan syar’i menetapkan hukum untuk memelihara kemaslahatan,
sekaligus untuk menghindari mafsadat di dunia maupun di akhirat.'s
Menurut al-Shatibi, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, ada lima
pokok hal yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.'¥’

Istilah penemuan hukum seringkali disalah artikan dengan istilah
pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau
penciptaan hukum. Berbeda dengan istilah-istilah tersebut, menurut

korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan
perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, lihat Hans Kelsen,
Dasar-Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008, h.146-148 dalam Salim dan Erlies
Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Jakarta: Rajawali
Press, 2014), him.27

'8 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.256-257

18 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.
Dalam Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mabkamah Agung Dan
Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al
Ahkam, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm.6

187 al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usil al-Ahkam, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr, t.thlm.), hlm. 62-64
dan 70. Dalam Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mabkamah Agung
Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam
Al Ahkam, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm.6
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Soedikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan
hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk
penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.
Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi
peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat

akan peristiwa konkret (das sein) tertentu'®®

Adapun asas yang mewadahi Hakim di dalam menemukan hukum
itu adalah sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menegaskan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut menjadi jelas bahwa tidak
ada suatu persoalan atau permasalahan hukum yang tidak ada hukum
untuk mengaturnya. Bagi Hakim selalu ada dasar dan alasannya di dalam
memutus perkara yang diajukan kepadanya. Persoalannya bukan lagi
kepada ada-tidaknya hukum atau jelas-tidaknya hukum bagi Hakim di
dalam memutus suatu perkara, melainkan lebih kepada bagaimana Hakim

menemukan hukum itu.'®

Tugas menemukan hukum terhadap sesuatu perkara yang sedang
diperiksa oleh hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.
Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius cuira novit), sebenarnya
para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai
macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sebagai
penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.'*°

18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 37

'8 Charles Himawan. Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm.2

190 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.64
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga
menjelaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.” Kata “menggali” biasanya diartkan bahwa hukumnya sudah
ada, tetapi masih samar-samar dalam aturan perundang-undangan, sulit
untuk diterapkan dalam perkara konkret sehingga untk menemukan
hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam
penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya
serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.'!

Suwito dalam penelitiannya yang menganalisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1022/K/PDT/2006 (yang lebih dikenal sebutan “Kasus
Pohon Mangga”), menyatakan bahwa Hakim dalam putusannya telah
mengubah tradisi lama, dimana pada umumnya hakim hanya mengadili
kasus dengan “teks” tanpa melakukan upaya menemukan hukum dalam
bentuk interpretasi (penemuan hukum). “Teks” yang dimaksud disini
ialah umumnya hakim hanya sebatas memahami isi peraturan yang ada
dalam peraturan semata, tanpa melakukan analisis hukum yang lebih
mendalam. Analisis hukum tersebut haruslah dimulai dari sikap batin
hakim yang progresif dalam menanggapi setiap permasalan hukum yang
diajukan kepadanya. Sikap progresif hakum disini pula diimbangi dengan
tingkat pemahaman hukum oleh hakim melalui penemuan-penemuan
hukum dengan metode penafsirannya, sehingga setiap permasalahan
hukum yang ada di masyarakat apapun bentuknya akan selalu dapat
diselesaikan melalui putusan hakim yang berkeadilan, bermanfaaat dan

berkepastian hukum.'?

YU Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan
Agama, Makalah yang disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d
14 Oktober 2010, di Balikpapan Kalimantan Timur dalam Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group,
2018), hlm.64

Y2 Suwito, Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah “Kasus Pobhon Mangga”),
Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 1, April 2015, hlm.112
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Pertimbangan majelis kasasi secara substansi memberikan
perlindungan kepada para nasabah dalam praktik-praktik perbankan
yang keliru dan merugikan kepada nasabah maupun institusi bank
sendiri, khususnya dalam akad pembiayaan musyarakah yang tidak
melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan (prudential
banking system)'”* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Prudential Banking juga didefinisikan suatu asas yang menyatakan
bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan
tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.'”* Pengaturan Prinsip kehati-
hatian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia Pasal 25'* yang berbunyi:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang
memuat prinsip kehati-hatian,

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.'

1% Prinsip kehati-hatian perbankan disebut juga prudential banking, diambil dari kata dalam Bahasa
Inggris “Prudence” yang artinya “Bijaksana® atau “Berhati-hati”. Prudential banking merupakan
konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko
bank yang sedemikian rupa, schingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat
membahayakan atau merugikan stakeholders, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.
Lihat Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2004), hlm. 21

% Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 88.

195 Pasal 25 Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357

1% Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
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Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib
diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) bahwa :

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan
dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan
dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.””

Amran Suadi mengatatakan bahwa praktik-praktik yang dilaksanakan
oleh pihak bank dengan melakukan pencairan dana kepada pihak nasabah
sebelum polis asuransi diterbitkan padahal senyatanya bank mengetahui
risiko yang akan ditanggung oleh nasabah dikemudian hari merupakan
indikasi adanya itikad tidak baik, kelalaian bahkan termasuk kepada
jebakan kepada nasabah. Majelis hakim kasasi mempertegas bahwa dalam
kegiatan ekonomi syariah dengan akad musyarakah, di mana kematian
nasabah adalah bentuk risiko yang timbul dikemudian hari dari akad yang
dilaksanakan, sehingga risiko yang ditimbulkan dibebankan kepada kedua

belah pihak, yaitu bank dan nasabah dengan besaran secara proporsional.
198

Pada putusan Nomor 624 K/Ag/2017, Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam memutus perkara terlihat menggunakan metode penemuan

17 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

98 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), him.263-264
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hukum Islam dari mashlahah, yaitu menghilangkan kerusakan atau
kerugian yang bersifat proporsional kerena pada prinsipnya hukum
harus menghilangkan kerusakan yang lebih luas (al-madarrah). Fakta
di persidangan diperoleh kerugian yang disebabkan adanya kelalaian
sebagai akibat ketidak hati-hatian dari pihak tertentu dan tidaklah adil
bila kerugian tersebut dibebankan kepada sebagian pihak yang turut
dalam perjanjian musyarakah. Kesulitan yang dihadapi harus dapat
diatasi secara berimbang kerena akad musyarakah sesuai dengan prinsip
hukum Islam seharusnya dibebankan secara proporsional antara pihak-
pihak yang berakad dan atau ahli warisnya. Prinsip kehati-hatian harus
diutamakan agar pihak bank bisa melindungi dana masyarakat dan bank
akan sehat dalam menjalankan usahanya. Apalagi pada prinsipnya dalam

akad musyarakah tidak ada jaminan."”

Majelis hakim kasasi dalam putusan ini tentu mengedepankan
bagaimana para pihak tidak ada yang dirugikan. Pihak ahli waris
yang mengajukan permohonan kasasi diberlakukan secara adil dalam
pengambilan putusan hakim. Dalam pengertian adil, adil diartikan
dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan,
perlakuan) yang adil.*® Ada tiga pengertian adil, yaitu : 1) tidak berat
sebelah atau tidak memihak; 2) berpihak pada kebenaran, 3) sepatutnya

atau tidak sewenang-wenang. **'

Bregstein berpendapat bahwa pembuat
undang-undang melahirkan kehendaknya dengan kata-kata. Hanya kata-
kata itulah yang berhak atas wibawa yang muthlak. Kehidupan sosial
yang mereaksi kata-kata ini, membuat kata-kata ini, tanda-tanda mati itu
menjadi hidup, memberikan pada kata-kata itu arti. Sedangkan menurut
Suijling, hakim harus melengkapi undang-undang yang dirumuskan

secara abstrak dengan ketentuan-ketentuan dari moral rakyat, dan karena

¥ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.88-89

20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1989, hlm. 6-7 dalam Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Disertasi dan Tesis, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.25

2! Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis,
(Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.25
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itu selalu menyelenggarakan keadilan, yang adanya dijamin oleh undang-
undang bersama dengan moral rakyat untuk melindungi para pencari
keadilan.*”

Dalam transaksi ekonomi syariah para pihak harus diposisikan
sejajar dan harus saling menguntungkan. Selain itu, keuntungan pun
harus didapatkan dengan cara-cara yang fair serta dengan itikad baik
kedua belah pihak. Pertimbangan majelis kasasi yang menilai pihak
bank berani mencairkan pembiayaan kepada nasabah dengan hanya
berdasarkan adanya surat pernyataan sepihak dari nasabah yang disaksikan
istrinya untuk melaksanakan kewajibannya jika terjadi risiko kematian
sampai terbit polis asuransi, adalah penuh risiko dan sebuah indikasi
ketidakjujuran dari pihak bank. Sekalipun polis asuransi bukan syarat
pencairan dana, namun dengan adanya surat pernyataan sepihak dari
nasabah mengindikasikan pihak bank hanya memproteksi dirinya tanpa
memikirkan proteksi terhadap diri nasabah atas risiko di kemudian
hari. Bahkan surat pernyataan dari nasabah tersebut dinilai sebagai
sebuah jebakan dari pihak bank supaya tidak lepas dari risiko yang akan
dihadapinya di kemudian hari, padahal senyatanya bank tahu bahwa risiko
tersebut dari awal.*”

22 M.HLM. Bregstein, dalam Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifar Melawan Hukum Materiel
dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, T.thn). hlm.16-17 dalam Jonaedi Efendi,
Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan
yang Hidup Dalam Masyararakat, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 38

23 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), him.263-264

H. Chairul Lutfi, SH., SH, MH, CMed.
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BAB 6

Penutup

erdasarkan hasil studi yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim MA pada
putusan Nomor 715 K/Ag/2014 dengan amar menolak permohonan
kasasi adalah pengadilan tingkat pertama (judex facti) tidak ada kesalahan
dalam penerapan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau Undang-Undang. Secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat
obscuur libel, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak
saling mendukung dan error in persona. Pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Agung pada putusan Nomor 624 K/Ag/2017 dengan amar
mengabulkan permohonan kasasi adalah secara formal gugatan pemohon
kasasi memenuhi prosedur, dan pengadilan tingkat pertama (judex facti)
telah salah menerapkan hukum.

Selanjutnya majelis hakim MA dalam tingkat kasasi (judex juris)
memutus perkara Nomor 715 K/Ag/2014 dengan amar ditolak. Penafsiran
dan penemuam hukum majelis kasasi ialah pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan
dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sedangkan
gugatan penggugat berkaitan mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Permohonan mengandung
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cacat formal karena gugatan tidak jelas (obscure libel) dan error in persona
yang seharusnya PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan
(rechtpersoon) yang digugat, bukan Aminudin Sinaga (naturrlijke
person). Majelis hakim MA dalam tingkat kasasi (judex juris) memutus
perkara Nomor 624 K/Ag/2017 dengan amar diterima. Penafsiran dan
penemuam hukum majelis kasasi ialah melakukan koreksi atas kesalahan
yang dilakukan peradilan bawahan (the correct errors by inferior cort
or trial court) yaitu pada penerapan hukum dengan cara membatalkan
(annulment) putusan tingkat pertama (judex facti). Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi dan secara substansi
memberikan perlindungan kepada para nasabah dalam praktik-praktik
perbankan yang keliru dan merugikan kepada nasabah maupun institusi
bank sendiri. Selanjutnya sebagaimana prinsip dalam akad Musyarakah,
maka resiko harus ditanggung secara proporsional.

Komparasi Putusan Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/
Ag/2017 keduanya memiliki persamaan pada pokok perkara yakni
pembiayaan akad musyarakah dan para pihak yang melakukan gugatan
perkara ke pengadilan kesemuanya adalah ahli waris Almarhum Ongku
Sutan Harahap. Perbedaan pada pertimbangan hukum majelis hakim
pada masing-masing putusan dan hasil akhir putusan Kasasi. Penyebab
terjadinya sengketa adalah pihak bank mengabaikan prinsip kehati-hatian
(prudent banking principle). Solusi agar para pihak dalam pembiayaan
akad musyarakah memperhatikan draft kontrak penjanjian sesuai prinsip
syariah dan asas kehati-hatian.

Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang telah memutus
Putusan Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017 tentang
sengketa ekonomi syariah Akad Pembiayaan Musyarakah mencerminkan
bagaimana hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum,
dan proses penemuan dan penafsiran hukum yang mampu menjawab
tujuan utama dari prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan
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kemaslahatan. Diharapkan bisa menjadi yurisprudensi putusan terkait
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia ke depannya.

Hakim dalam melakukan penafsiran dan penemuan hukum untuk
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus berdasarkan kaidah-kaidah
hukum, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap
situasi-situasi problem antara para pihak diselesaikan dengan putusan
yang seadil-adilnya. Nasabah dan pihak Bank Syariah juga mendapatkan
edukasi yang baik tentang kontrak/perjanjian berdasarkan prinsip syariah
serta memahami prosedur dan aplikasi pembiayaan akad musyarakah
dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional.
Bank Syariah harus mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent
banking principle) untuk menjaga risiko dan keamaan Pembiayaan Akad
Musyarakah.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang kemudian diundangkan kembali dengan
lahirnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852

Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)

Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah
Mutanaqishah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/AG/2014
Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/AG/2017
Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung https://putusan.mahkamahagung.
go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/
ekonomi-syariah diakses pada tanggal 16 Juli 2018

124


https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah

Biodata Penulis

H. Chairul Lutfi, S.H.l.,S.H.,M.H.,C.Med.

Lahir di Banyuwangi, Jawa Timur tahun
1992, dari pasangan H. Muh. Husin dan
Hj. Khusnul Khotimah. Anak kedua dari
empat bersaudara yang menyelesaikan
pendidikan TK dan SD di Yayasan Al-
Khairiyah  Banyuwangi, melanjutkan
di SMP Ibrahimy 1 Sukorejo dan SMK
Ibrahlmy 1 Sukorejo Juruscm Akuntansi di Pondok Pesantren
Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo. Pendidikan S1 secara
bersamaan diselesaikan di dua kampus yang berbeda pada
tahun 2014 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim
Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah (S.H.)
dengan dukungan Beasiswa Bidikimisi Kementerion Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi lImu
Hukum (STIH) Sunan Giri Malang jurusan Ilmu Hukum (SH)
dengan dukungan Beasiswa Berprestasi Kabupaten Banyuwangi.
Menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta (2018) dan menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dengan dukungan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sekarang sedang mengambil Program Doktor limu Al-Qur'an dan
Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta.

Sertifikasi keahlian di bidang hukum sebagai Advokat Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI), Advokat PHPU Sertifikat Mahkamah
Konstitusi RI, Advokat Perempuan dan Anak PPPA DKI Jakarta,
Mediator Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi
(P4M), Instruktur Mediator tersertifikasi Walisongo Mediation Center

125



(WMC) dan Ansor Mediation Center (AMC), Praktisi Hukum Ekonomi
Syariah Sertifikat Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) DSN-
MUI Institute.

Aktifitas Penulis sejak tahun 2014-2019 menjadi Staf Ahli Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi
Jawa Timur yang fokus pada Komite |, Panitia Perancang Undang-
Undang (PPUU), dan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).
Selanjutnya diperiode 2019-2020 lanjut Kembali sebagai Staf Ahli
Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara, ditempatkan di Komite
Il, Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Pada tahun 2014 — Sekarang
Penulis aktif di Lembaga Publica Institute Jakarta sebagai Peneliti
dan pada tahun 2020-2021 menjadi Analis Hukum dan Data
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang membidangi
bagian Hukum dan Data, selanjutnya aktivitas sekarang menjadi
Dosen Tetap dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Depok. Dari tahun 2022 sampai sekarang
menjadi Advokat dan Mediator di Pusat Perlindungan Perempuan
dan Anak Provinsi DKI Jakarta.

126



	Prakata
	BAB 1
	Pembiayaan Akad Musyarakah
	A.	Pengertian Pembiayaan
	B.	Pengertian Musyarakah
	C.	Syarat dan Rukun Musyarakah
	D.	Fitur Dan Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah
	E.	Dasar Hukum Musyarakah
	F.	Musyarakah Menurut Para Ulama
	G.	Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Musyarakah
	H.	Macam-Macam Musyarakah
	I.	Berakhirnya Musyarakah


	BAB 2
	Sengketa Ekonomi Syariah
	A.	Sengketa Ekonomi Syariah
	B.	Faktor dan Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah
	C.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
	D.	Kajian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah


	BAB 3
	Diskursus Penemuan dan Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim Hakim
	A.	Penemuan Hukum
	B.	Penafsiran Hukum
	C.	Aliran Penemuan Hukum
	D.	Model Penafsiran Hukum
	E.	Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim
	F.	Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan
	G.	Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim
	H.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim


	BAB 4
	Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah
	A.	Kewenangan Hakim Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah
	B.	Kewenangan Hakim Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
	C.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah


	BAB 5
	Studi Putusan Mahkamah Agung Terkait Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Ma Nomor 715 K/Ag/2014 dan Putusan Ma Nomor 624 K/Ag/2017
	A.	Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata Agama Sub Klasifikasi Perkara Ekonomi Syariah
	B.	Putusan MA tentang Pembiayaan Ekonomi Syariah Akad Musyarakah Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017
	C.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Nomor 715 K/Ag/2014
	D.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Nomor 624 K/Ag/2017
	E.	Komparasi Putusan MA Nomor 715 K/Ag/2014 dan Nomor 624 K/Ag/2017
	F.	Analisis Putusan MA Nomor 715 K/Ag/2014
	G.	Analisis Putusan MA Nomor 624 K/Ag/2017


	BAB 6
	Penutup

	Daftar Pustaka
	Biodata Penulis

